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ABSTRAK

Budaya pantang cerai memliki kedudukan yang urgent dalam
menghindari atau mengurangi angka perceraian di wilayah provinsi
Lampung khususnya masyarakat Lampung Abung Siwo Mego. Namun
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diiringi
dengan perbauran budaya, tradisi ini tergerus sehingga terdapat perceraian
di kalangan mereka, hal ini didapati banyaknya kasus perceraian pada
masyarakat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego.

Permasalahan yang diamati dalam penelitian ini yaitu Apa Faktor-
faktor penyebab pergeseran nilai budaya pantang cerai pada Masyarakat
Abung Siwo Mego di Kabupaten Lampung Tengah. Bagaimana Tinjauan
Hukum Keluarga Islam tentang Pergeseran Nilai Budaya Pantang Cerai
pada Masyarakat Abung Siwo Mego di Kabupaten Lampung Tengah.
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode
menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan
normatif dan sosiologi dengan metode deskriptif. Peneliti menggunakan
pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan temuan lapangan maka kesimpulan dari penelitian ini
adalah Faktor penyebab pergeseran nilai budaya pantang cerai pada
Masyarakat Abung Siwo Mego di Kabupaten Lampung Tengah
disebabkan karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal
meliputi kurangnya pengalaman dan pengajaran adat kepada generasi
muda, rendahnya tingkat strata pendidikan pengetahuan dan pengalaman
ajaran agama dan tata krama dalam masyarakat, minimnya pembelajaran
pendidikan tentang masalah adat istiadat dan terdapat masalah dalam
ekonomi. Faktor eksternal meliputi pengangkatan Penyimbang adat saat
ini lebih ke arah status sosial dan ekonomi seseorang, perkembangan
informasi dan komunikasi, seiring berkembangnya teknologi informasi
dan komunikasi, tidak ada lagi batasan bagi masyarakat untuk dapat
mengakses informasi apapun yang mereka inginkan, dan eksistensi hukum
positif dan hukum Islam yang sedikit banyak dapat mendistraksi hukum
adat hukum positif yang berlaku pada masyarakat lebih mengatur
kehidupan masyarakat secara komprehensif, karena pelaksanaannya yang
secara resmi terorganisir. Dampak pergeseran budaya pantang cerai pada
masyarakat Abung Siwo Mego di Kabupaten Lampung Tengah adalah
rendahnya persentase angka perceraian mengurangi kenakalan remaja



akibat broken home, menjaga kelestarian norma yang hidup di masyarakat
dengan terwujudnya rumah tangga yang harmonis sakinah mawaddah
warohmah. Tinjauan hukum keluarga Islam tentang pergeseran budaya
pantang cerai pada masyarakat Abung Siwo Mego adat Lampung Pepadun
di Kabupaten Lampung Tengah ini tidak bertentangan dengan norma
agama Islam dan hukum adat juga Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, karena harus tetap mengikuti aturan dalam hukum
Islam juga dalam hukum adat, karena jika budaya pantang cerai pada
masyarakat Abung Siwo Mego di Kabupaten Lampung Tengah tidak
diikuti dengan hukum Islam dan hukum adat yang benar akan
dikhawatirkan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan maupun
penyelesaianya.

Kata Kunci: Budaya Pantang Cerai, Abung Siwo Mego.



ABSTRACT

The culture of abstinence from divorce has an urgent position in
avoiding or reducing the divorce rate in the province of Lampung,
especially the people of Lampung Abung Siwo Mego. However, with the
development of science and technology accompanied by cultural mixing,
this tradition was eroded so that there were divorces among them, it was
found that there were many cases of divorce in the people of Lampung
Pepadun Abung Siwo Mego.

The problems observed in this study are what are the factors that
influence the shift in cultural values of abstinence from divorce in the
Abung Siwo Mego community in Central Lampung Regency. What is the
Review of Islamic Family Law regarding the Shift in Cultural Values of
Abstinence from Divorce in the Abung Siwo Mego Community in Central
Lampung Regency. The method used is a qualitative method that is a
method of producing descriptive data. This research also uses normative
and sociological approaches with descriptive methods. Researchers used
data collection including: observation, interviews, and documentation.

Based on field findings, the conclusion of this research is that the
factors causing the shift in cultural values of abstinence from divorce in
the Abung Siwo Mego Community in Central Lampung Regency are
caused by internal and external factors. Internal factors include a lack of
experience and traditional teaching to the younger generation, a low level
of educational level, knowledge and experience of religious teachings and
etiquette in society, minimal educational learning about customary issues
and problems in the economy. External factors include the current
appointment of traditional balancers more towards a person's social and
economic status, no longer seen from seniority, lineage, scholarship,
wisdom, leadership spirit, piety and so on, the development of information
and communication, along with the development of information and
communication technology, no there are more restrictions for people to be
able to access whatever information they want, and the existence of
positive law and Islamic law which can more or less distract from
customary law. Positive law that applies to society regulates people’s lives
more comprehensively, because its implementation is officially organized,
has a basis strong law is binding in executing its rules. Review of Islamic
family law regarding the shift in the culture of abstinence from divorce in
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the Abung Siwo Mego community, the Lampung Pepadun tradition in
Central Lampung Regency, does not conflict with Islamic religious norms
and customary law as well as Law Number 01 of 1974 concerning
Marriage, because you must continue to follow the rules in Islamic law is
also included in customary law, because if the culture of abstaining from
divorce in the Abung Siwo Mego community in Central Lampung Regency
is not followed by correct Islamic law and customary law, there will be
concerns about errors in its implementation and resolution.

Keywords: Abstinence Divorce Culture, Abung Siwo Mego, Traditional
Leaders
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian
Perceraian adalah perkara yang paling dibenci oleh Allah SWT,
walaupun sebenarnya merupakan perkara yang halal. Hal ini

sebagaimana yang tertera dalam hadis Nabi Muhammad SAW :
ks ade D o ) Jpey JB B Lgs DI o) jes ) oo
(> sl olgy) O Ll d) 1) IS anf
Dari Ibnu Umar RA. Berkata: Rasulullan SAW berkata:

perkara halal yang paling dibenci di sisi Allah Ta ala (perceraian)
(H.R. Abu Daud).

Perceraian adalah jalan keluar terakhir dan dipakai dalam keadaan
emergency. Hal ini dimaksudkan agar perkawinan dipahami sebagai
sebuah ikatan sakral, bukan sekedar akad muamalah biasa. Pada
kondisi di mana pertengkaran rumah tangga sudah tidak mungkin
dipertemukan dan tidak bisa lagi dikompromikan secara internal.? Kata
lain untuk merepresentasikan perceraian dalam Islam dikenal dengan
istilah talak. Talak berarti menghilangkan ikatan perkawinan atau
mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu.
Perceraian atau yang disebut dengan talak ini memang dibolehkan,
bahkan merupakan syari’at Islam dalam keadaan yang darurat dan

merupakan jalan keluar paling akhir.

! Abu Daud Sulaiman, Sunan Abu Dawud, juz 11 (Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah,
t.t.), h. 254,

2 Abdur Rahman I. Doi, Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan (Jakarta:
Srigunting, 1996), h. 303.

% Abdu ar-Rahman al-Jaziri, al-Figh ala Mazahib al-4rba “ah, juz IV (Kairo: Dar
al-Hadis| al- Qahiroh, t.t.), h. 216.
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Perceraian dalam Islam ini ternyata tidak selaras dengan adat
masyarakat Islam yang bersuku Lampung Pepadun. Perceraian
merupakan hal yang tabu dalam tradisi masyarakat Lampung. Rumah
tangga yang sudah tidak harmonis, adakalanya suami lebih memilih
menelantarkan istri dari pada bercerai yang menyebabkan harga dirinya
hancur. Biasanya isteri lebih memilih ditelantarkan atau bahkan
mungkin mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari
pada harus bercerai. Tradisi ini menjadi falsafah hidup Piil Pesenggiri
merupakan local wisdom yang menjiwai kehidupan mereka. Apabila
berceraian, maka rusaklah Piil Pesenggiri dari pasangan yang bercerai
tersebut.* Di satu sisi, regulasi budaya pantang cerai ini menimbulkan
efek positif yaitu sebagai tindakan preventif terhadap perceraian,
namun di sisi lain juga menimbulkan akibat negatif yang merugikan
para pihak yang terlibat di dalamnya, seperti rusaknya martabat
seseorang (rusaknya Piil Pesenggiri) atau terjadinya penelantaran istri
apabila perceraian tidak dilakukan. Hukum Islam mengakui tradisi/adat
sebagai sumber hukum. Sikap akomodatif ini merupakan bentuk dari
fleksebilitas hukum Islam terhadap norma atau hukum yang berlaku di
masyarakat. Tradisi/adat memiliki kedudukan sebagai hukum yang
tidak tertulis, namun sangat ditaati dan diyakini dari generasi ke
genarasi sebagai aturan yang wajib dijaga oleh masyarakat. Keberadaan
adat sebagai bentuk dari hukum yang mengatur masyarakat setempat
dapat dilegitimasi oleh syara sebagai hukum yang dapat diberlakukan

dengan syarat tidak bertentangan dengan syara’. Hal ini sesuai dengan

* Fathu Sururi, “Mak Di Juk Siang Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun
Megou Pak,” Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 6 No. 01
(2016): 2, https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/download/311/261.



Kai dahighiyyah “al-Adatu Muhakkamatun™ (Adat kebiasaan dapat
dijadikan pertimbangan hukum)®.

Penduduk Lampung yang heterogen atau majemuk, beragam suku
dan etnis berdomisili yang tersebar di sejumlah wilayah tentunya
membawa adat dan budaya masing-masing namun faktor budaya suku
asli pada masyarakat Lampung tentunya juga mempengaruhi tingkat
perceraian, pada suku asli Lampung terdapat budaya pantang cerai,
yaitu sebuah aturan adat untuk mempertahankan mahligai rumah
tangga. Budaya Pantang Cerai pada marga Lampung merupakan tradisi
dimana pasangan suami istri tidak boleh bercerai. Budaya ini bukan
hanya berlaku sebagai sebuah aturan larangan namun juga menjadi
falsafah hidup yang diterima karena ada komitmen suku Lampung
terhadap Piil Pesenggiri merupakan local wisdom yang menjiwai setiap
kehidupan suku Lampung termasuk dalam hal ketidakbolehan untuk
bercerai. Dalam marga Lampung Pepadun larangan cerai ini memiliki
akibat hukum jika melakukan perceraian yaitu rusaknya Piil Pesenggiri
dari pasangan yang bercerai.

Pasangan suami istri yang sudah tidak lagi memiliki kesesuaian yang
tidak mau melepaskan ikatan perkawinan, dapat memungkinkan
terjadinya suami lebih memilih untuk menelantarkan istri daripada
harus harga dirinya hancur, begitu pula dengan isteri, mereka lebih
memilih bertahan ditelantarkan atau bahkan mengalami kekerasan
dalam rumah tangga (KDRT) daripada harus mengorbankan keutuhan
rumah tangganya.

Berdasarkan tujuan untuk mempertahankan rumah tangga, aturan

budaya ini memberi dampak positif dalam menghindari atau

® Abi al-Fadl Jalaluddin, Abd ar-Rahman al- Suyuty, Al-Asybab wa an-Nazair, cet.||
(Beirut: Dar al Fikr, 1992), h. 119.



mengurangi angka perceraian yang mana kita ketahui dampak
perceraian salah satunya membawa akibat pada kehidupan anak-anak
mereka, selain itu tradisi tersebut selaras dengan hukum perkawinan di
Indonesia dan memungkinkan kesesuaiannya dengan hukum syara
dengan memiliki tujuan yang sama yaitu dalam hal mempertahankan
pernikahan.

Walaupun Larangan Cerai tidak bertentangan dengan Hukum
Syar’i serta Hukum Positif di Negara Indonesia, bahkan menjadi salah
satu faktor dalam menekan angka perceraian di wilayah Lampung,
namun dalam prakteknya di lapangan seiring perkembangan zaman dan
alkulturasi budaya, tentunya tidak menutup kemungkinkan nilai dari
budaya ini sedikit demi sedikit mulai bergeser, hal ini penulis temui
dalam Pra riset sekaligus wawancara kepada Tokoh Adat di Desa
Bandar Buyut Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
bahwa beberapa pasangan Pepadun yang ingin bercerai terhalang
dengan aturan adat budaya pantang cerai yang mengharuskan
membayar denda uang senilai 15 Juta. Budaya pantang cerai sendiri
sudah ada sejak zaman dahulu juga merupakan warisan dari nenek
moyang mereka yang harus dilakukan agar dapat mempertahankan
keutuhan rumah tangga juga untuk mempertahankan falsafah hidup Piil
Pesenggiri yang merupakan local wisdom yang menjiwai kehidupan
mereka.’

Berdasarkan penjelasan budaya pantang cerai di atas terdapat data
masyarakat Abung Siwo Mego di Kabupaten Lampung Tengah sebagai
berikut:

® Agustam, (Ketua Adat Bandar Buyut Kabupaten Lampung Tengah), Wawancara,
26 Desember 2022.



Tabel 1

No Nama Alamat Tahun
Suami Istri Menikah
1. Karnain Apriyanti Kecamatan Anak 1997
Tuha
2. | Bahemansyah Lela Wati Kecamatan Anak 1994
Tuha
3. | Hengky Mashuri | Heri Triyana | Kecamatan Anak 1994
Tuha
4. Mustafa Kusfeni Kecamatan 1990
Gunung Sugih
5. Andri Johan Deti Arif Kecamatan 2015
Gunung Sugih
6. | Abdul Wahab Siti fatimah Kecamatan 1963
Gunung Sugih
7. | Hairullah Yasir | Denta Melinda Kecamatan 2007
Padang Ratu
8. | Miwas Iskandar Bella Kecamatan 2001
Padang Ratu
9. | Bustami Yusuf | Tuti Ariyanti Kecamatan 1988
Padang Ratu
10. Ayub Imas Abelia | Kecamatan Bumi 2010
Mumansyah Ratu Nuban
11.| Tuah Sudrajat Tuti Ariyani Kecamatan Bumi 1999
Ratu Nuban
12. Marwansyah Yulia Septiani | Kecamatan Bumi 2019
Nabung
13. Agus Salim Arni Kurnia Kecamatan Bumi 2002
Nabung
14, Basuni Vera Yolanda Kecamatan 2008
Pubian
15. Ismail Elva Yunia Kecamatan 2001
Pubian

Sumber: Kabupaten Lampung Tengah, 2022.




Berdasarkan data di atas peneliti tertarik untuk menggali lebih
dalam terkait dengan aturan budaya pantang cerai pada wilayah
tersebut. Maka penulis mengambil judul untuk pembuatan Tesis, yaitu:
“Pergeseran Nilai Budaya Pantang Cerai Pada Masyarakat Adat
Lampung Pepadun dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam di

Kabupaten Lampung Tengah”

. Fokus dan Subfokus Penelitian
Berdasarkan  paparan  latar  belakang tersebut  penulis
mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya
adalah sebagai berikut:
1. Fokus Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jabarkan di
atas, penulis menetapkan fokus pada area spesifik yang akan diteliti
permasalahan yang terdapat di dalamnya yaitu sebagai berikut:
a. Pengaruh budaya pantang cerai terhadap tingkat perceraian dan
ketahanan perkawinan.
b. Eksistensi Budaya Pantang Cerai pada Masyarakat Abung Siwo
Mego
c. Menelaah asumsi dari pada bercerai lebih baik terlantar/dimadu
2. Sub Fokus Penelitian
Untuk mempermudah kajian dalam penelitian ini maka, perlu
adanya Subfokus Penelitian. Adanya batasan masalah penelitian
akan memberikan arah dalam mencapai tujuan penelitian yang
diharapkan. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh pergeseran

nilai budaya pantang cerai dalam ketahanan rumah tangga.



C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang
akan dibahas dalam usulan penelitian ini adalah :

1. Apa Faktor-faktor penyebab Pergeseran Nilai Budaya Pantang
Cerai dan dampaknya pada masyarakat Abung Siwo Mego
Kabupaten Lampung Tengah?

2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang
Pergeseran Nilai Budaya Pantang Cerai pada Masyarakat Abung
Siwo Mego Kabupaten Lampung Tengah?

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini
adalah:

1. Untuk Mengetahui Faktor-faktor penyebab Pergeseran Nilai Budaya
Pantang Cerai dan dampaknya pada masyarakat Abung Siwo Mego
Kabupaten Lampung Tengah

2. Untuk Menganalisis Tinjauan Hukum Hukum Keluarga Islam
terhadap Pergeseran Nilai Budaya Pantang Cerai pada Masyarakat
Abung Siwo Mego Kabupaten Lampung Tengah.

E. Manfaat Penelitian
Dalam penelitian ini terdapat manfaat-manfaat yag dapat
diambil dari hasil penelitiannya. Penulis membagi manfaat penelitian
dalam dua bentuk yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis dengan
penjelasan sebagaimana berikut:
1. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk dapat

berkontribusi dalam menambah khazanah keilmuan dan juga



sebagai tambahan wawasan dan dapat berguna bagi para pembaca
pada umumnya, dan terutama untuk mahasiswa/i yang mempelajari
tentang nilai-nilai adat dan budaya terkait Pernikahan, Perceraian
dan Keluarga pada masyarakat Lampung Pepadun.
2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini bagi para peneliti lain dan
masyarakat Lampung Pepadun khususnya wilayah Abung Siwo
Mego yaitu dapat memberikan wawasan tambahan. Penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui kejelasan dari Dampak Budaya
Pantang Cerai pada Masyarakat Abung Siwo Mego di Kabupaten
Lampung Tengah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan
Penelitian terdahulu yang membahas tentang hal yang ada
hubungannya dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian dilakukan oleh Fathu Sururi dengan judul jurnal “Mak Di
Juk Siang Pada Marga Lampung Pepadun Mego Pak.” Pada
penelitiannya menggambarkan seperti apa praktek Mak Dijuk Siang
pada masyarakat desa DWT Jaya, Kec.Banjar Agung, Kabupaten
Tulang Bawang, Lampung dan menganalisis dalam tinjauan hukum
Islam dengan teori Urf dan Maslahah Mursalah.’

2. Penelitian juga dilakukan oleh Wahyu Ernaningsih dan Putu
Samawati,> Adapun yang diteliti adalah mengenai konsep
patrialisme serta korelasi antara budaya patriaki dengan

meningkatnya gugatan cerai Kelas 1 A Palembang, yang mana

"Fathu Sururi “Mak Di Juk Siang Pada Masyarakat Adat Lampung Pepadun Megou
Pak”, Al-Hukama: Journal of Islamic Family Law, Vol. 06, No.1, (2016)

® Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, “ Pengaruh Budaya Patriaki Terhadap
Perceraian” (Kajian pada Pengadilan Agama Kelas I A Palembang) terbitan Tunggal
Mandiri Malang (2014).



kesimpulan nya adalah pemaknaan budaya patriaki yang salah
sehingga membuat dominasi suami berujung pada tindak KDRT
hingga berujung pada perceraian di PA yang ikut memberi dampak
pada meningkatnya angka perceraian.

3. Penelitian juga dilakukan oleh Nurlizawati dengan judul jurnal
“Perceraian Secara Adat (Cerai Dusun)”.”yang dikemukakan dalam
penelitian lapangan ini, perceraian yang dilakukan diluar pengadilan
melalui secara adat dengan meninjau dalam aspek yuridis empiris
bagaimana posisi hukum adat dalam hukum yang berlaku di
indonesia.

4. Penelitian yang dilakukan olenh M. Najib Ali dengan judul “Mak
Dijuk Siang dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”
Penelitian ini selain berfokus pada menganalisis Mak Dijuk Siang
dalam tinjauan hukum Islam dan Hukum Positif juga meneliti pula
eksistensi Mak Dijuk Siang dengan melakukan penelitian langsung
ke PA Gunung Sugih untuk mencari data adakah atau tidak
perceraian pada masyarakat adat Lampung Pepadun.’®

5. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Mustaring, Muh.Sudirman, dan
Reykah Mangori dengan judul Jurnal “Pergeseran Nilai dalam
Perkawainan Pada Masyarakat Adat di Lembang Barebatu
Kecamatan Malimbong Balepe Kabupaten Tana Toraja”. Penelitian

ini menguraikan tentang bentuk pergeseran nilai dalam perkawinan

% Nurlizawati “Perceraian Secara Adat (Cerai Dusun)”, Jurnal Socius: Jornal of
Sociology Research and Education, Vol. 4 No. 2 (2017): hh. 2,
https://doi.org/10.24036/scs.v4i1.20.

19 M. Najib Ali, “Mak Dijuk Siang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”
(Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 3
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serta faktor-faktor yang memperngaruhi pergeseran nilai dalam
perkawinan adat di Lembang Kole Barebatu.™

Dalam kajian poin pertama milik Fathu Sururi dalam
penelitiannya tidak disertakan riset ke pengadilan agama yang
bernaung apakah benar adanya marga diwilayah tersebut
mengajukan perceraian atau tidak, namun penelitiannya lebih
meninjau ke bentuk praktek Mak Dijuk Siang, melalui wawancara
dengan tokoh adat, kemudian dilakukan analisis dengan teori urf dan
maslahah mursalah untuk menentukan kedudukan Mak Dijuk Siang
dalam hukum Islam. Sementara penulis berbeda tempat wilayah
penelitian dengan penelitian yang dilakukan Fathu Sururi, serta
memfokuskan pada faktor-faktor penyebab pergeseran nilai budaya
pantang cerai serta dikaji dalam tinjauan Hukum Keluarga Islam.

Dalam kajian penelitian relevan poin kedua, yang dilakukan oleh
Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, mengenai pemaknaan
budaya patriaki yang salah sehingga membuat dominasi suami
berujung pada tindak KDRT hingga berujung pada perceraian di PA
Kelas 1 Palembang, yang ikut memberi dampak pada meningkatnya
angka perceraian. Perbedaan dengan penulis yaitu penulis
merupakan mahasiswa jalur Hukum Keluarga Islam dengan
menggunakan teori perubahan hukum lbnu Qoyyim sedangkan buku
yang ditulis oleh peneliti tersebut memakai teori dari ilmu sosial
namun keterkaitan dengan penulis adalah budaya patriaki yang sama
dengan objek penelitian penulis yaitu masyarakat Lampung Pepadun

Abung Siwo Mego.

" Mustaring, Muh.Sudirman, dan Reykah Mangori, “Pergeseran Nilai dalam
Perkawainan Pada Masyarakat Adat di Lembang Barebatu Kecamatan Malimbong
Balepe Kabupaten Tana Toraja,” Jurnal Pemikiran,Peneltian Hukum, Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 9 No. 4 (2022): hh. 257,
https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/viewFile/36402/18712.
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Penelitian poin ketiga oleh Nurlizawati sama seperti pada poin
kedua di atas yakni berbeda jurusan ilmu pengetahuan sehingga
berbeda penggunaan teori yang dipakai, serta perbedaan dalam
kajian penelitian yakni nurlizawati meneliti aspek adat dari
perceraian diluar pengadilan namun aspek adat tersebut yang
menjadikan tulisan ini sebagai referensi bagi penulis, yang menjadi
pengantar penulis untuk menemukan penelitian berupa eksistensi
suatu local wisdom dalam masyarakat dalam hal ini, budaya pantang
cerai dalam masyarakat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego.

Penelitian poin keempat oleh M.Najib Ali mengenai Mak Dijuk
Siang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif sedangkan
penulis menganalisis dalam tinjauan hukum keluarga Islam dengan
menggunakan teori perubahan hukum perspektif Ibnu Qoyyim.

Pada penelitian poin kelima yang berjudul “Pergeseran Nilai
dalam Perkawainan Pada Masyarakat Adat di Lembang Barebatu
Kecamatan Malimbong Balepe Kabupaten Tana Toraja” memiliki
perbedaan subjek dan objek penelitian dengan penulis yaitu budaya
pantang cerai dan masyarakat adat Abung Siwo Mego.

Dari berbagai kepustakaan di atas, belum penulis temukan
kajian yang secara khusus membahas Pergeseran Nilai Budaya
Pantang Cerai pada masyarakat Abung Siwo Mego, apakah faktor-
faktor penyebab bergesernya nilai budaya, apakah memiliki dampak
dalam rumah tangga Marga Lampung Pepadun Abung Siwo Mego,
serta menemukan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dengan
mengumpulkan data tentang budaya pantang cerai, yang kemudian

akan ditemukan kajian Hukum Keluarga Islam.
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G. Kajian Teori dan Kerangka Pikir

1. Kajian Teori
a. Teori Receptio A Contario

Teori Receptio A Contrario adalah kebalikan dari teori
resepsi. Teori ini oleh Hazairin dan Sayuti Thalib sebagai
pematah teori receptie. Dikatakan sebagai pematah, karena
teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan
arah dengan teori receptie Christian Hurgronje. Pada teori ini
justru hukum adat-lah yang berada di bawah hukum Islam dan
harus sejiwa dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru
dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Sayuti
Thalib menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan dan
kewarisan bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hal ini sesuai
dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya,
yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku
bagi orang Islam Manakala tidak bertentangan dengan hukum
Islam. Dengan demikian jelaslah bahwa teori Receptio A
Contrario merupakan kebalikan dari teori Receprie.*

Teori receptio a contrario ini umumnya ditemukan dalam
hubungan antara hukum agama dan hukum adat.
Kemunculan receptio a contrario ini  diprakarsai  oleh
kemunculan teori receptio in complexu yang digagas Van Den
Berg, pakar hukum asal belanda. Pada intinya, teori receptio in
complexu menyatakan bahwa hukum agama (Islam) diterima
secara keseluruhan oleh masyarakat yang memeluk agama
tersebut. Jika diartikan, teori ini menganggap hukum adat
mengikuti hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat adat

itu.

12 sayuti Thalib, Receptio A Contrario, (Jakarta : Bina Aksara, 1980), h. 65.
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b. Teori Maslahah Mursalah
Maslakah Mursalah secara etimologis artinya terlepas,
atau dalam arti (Bﬁd) (bebas). Kata “terlepas” dan “bebas”
disini bila dihubungkan dengan kata maslahah maksudnya
adalah “terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan
boleh atau tidak bolehnya dilakukan”. Perpaduan dua term
kata di atas menjadi “Maslakah Mursalah " yang berarti prinsip
kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu
hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang
mengandung nilai maslahat atau bermanfaat dan menolak atau
mencegah mafsadat (auliall & 515 mlladll Qils),
2. Kerangka Pikir Penelitian
Berdasarkan kerangka teori, jika dikaitkan dengan kerangka
pikir  penelitian dalam hal ini Budaya Pantang Cerai, yang
merupakan aturan adat pada marga Lampung Pepadun Abung
Siwo Mego, maka kerangka pikir dapat digambarkan sebagai
berikut :

Gambar 1.
Bagan Kerangka Pikir

Perceraian dalam

Islam Teori Receptio A
Contrio
Teori
|
maslakah
mursalah \ Faktor-faktor
pergeseran nilai

Budaya Pantang  |—> pudaya pantang cerai
Cerai pada

masyarakat Abung

Dampak ketahanan
keluarga

v

Kesimpulan




14

H. Pendekatan Penelitian

Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang memandang
agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di
dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Pendekatan
teologis dalam hal ini agama dilihat sebagai suatu kebenaran mutlak
dari Tuhan, tidak ada kekurangan sedikit pun dan tampak bersikap
ideal. Kaitan agama dalam hal ini tampil sangat prima dengan
seperangkat cirinya yang khas. Untuk agama Islam misalnya, secara
normatif pasti benar, menjunjung nilai-nilai luhur.

Agama untuk bidang sosial tampil menawarkan nilai-nilai
kemanusiaan, kebersamaan, kesetiakawanan, tolong menolong,
tenggang rasa, persamaan derajat dan sebagainya. Untuk bidang
ekonomi agama tampil menawarkan keadilan, kebersamaan, kejujuran,
dan saling menguntungkan. Untuk bidang ilmu pengetahuan, agama
tampil mendorong pemeluknya agar memiliki ilmu pengetahuan dan
teknologi yang setinggi-tingginya, menguasai keterampilan, keahlian
dan sebagainya. Demikian pula untuk bidang kesehatan, lingkungan
hidup, kebudayaan, politik dan sebagainya agama tampil sangat ideal
dan yang dibangun berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam ajaran
agama yang bersangkutan.

Studi Islam ada beberapa pendekatan yang digunakan, salah
satunya adalah dengan pendekatan sosiologi. Secara etimologi, kata
sosiologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata socius yang
berarti teman dan logos yang berarti berkata atau berbicara. Jadi
sosiologi artinya berbicara tentang manusia yang berteman atau

bermasyarakat.’® Secara terminologi, sosiologi adalah ilmu yang

3 Abdul Syani, Sosiologi Dan Perubahan Masyarakat, (Lampung: Pustaka Jaya,

1995), h. 2.
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mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk
perubahan-perubahan sosial.**

Sosiologi dalam pengertian umum merupakan studi tentang
masyarakat yang mengemukakan sifat atau kebiasaan manusia dalam
kelompok, dengan segala kegiatan dan kebiasaan serta lembaga-
lembaga yang penting sehingga masyarakat dapat berkembang terus
dan berguna bagi kehidupan manusia, karena pengaturan yang
mendasar tentang hubungan manusia secara timbal balik dan juga
karena faktor-faktor yang melibatkannya serta dari interaksi sosial
berikutnya. Segala faktor dan pola kegiatannya serta konsekuensi-
konsekuensi proses interaksi di antara individu dengan individu dan
kelompok-kelompok adalah pokok-pokok persoalan yang penting dari
sosiologi."

Menurut M. Yatimin Abdullah, tujuan pendekatan historis atau
sejarah dalam pengkajian Islam adalah untuk merekonstruksi masa
lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan,
mengevaluasi, memverifikasi, serta mensistematisasikan bukti-bukti
untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.'®
Beliau menambahkan bahwa dengan berbagai pendekatan manusia
dalam memahami agama dapat melalui pendekatan paradigma ini.
Pendekatan dalam hal ini semua orang dapat sampai pada agama.
Disini dapat dilihat bahwa agama bukan hanya monopoli kalangan
teologi dan normalis, melainkan agama dapat dipahami semua orang
sesuai dengan pendekatan dan kesanggupannya. Oleh karena itu,

agama hanya merupakan hidayah Allah dan merupakan suatu

 Tim MGMP, Sosisologi, (Medan: Kurnia, 1999), h. 3.

!5 |shomuddin, Pengantar Sosiologi Agama, (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002),h.10

8 M.Yatimin Abdullah, Studi Islam Kontemporer, (Jakarta:Sinar Grafika Offset,
2006),h.222



16

kewajiban manusia sebagai fitrah yang diberikan Allah kepadanya.
Pemahaman terhadap ilmu sejarah menjadi penting bagi kalangan
intelektual hukum (Islam) untuk melihat mata rantai antara satu
kejadian dan kejadian lain sehingga tidak terjadi distorsi dalam
menjustifikasi sebuah peristiwa hukum. Begitu pula, kajian sejarah
menjadi alat ukur bagi kalangan intelektual dari berbagai disiplin ilmu
dalam memilih dan memilah masalah.’

Pendekatan normatif dalam penelitian ini yaitu untuk mencari
landasan hukum tentang ayat atau hadist yang berkaitan dengan
perceraian. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang melihat
apakah hukum vyang terjadi pada daerah tersebut sudah menjadi
kebiasaan dan menjadi adat. Pendekatan historis yaitu untuk
mengetahui apa sejarah yang melatarbelakangi budaya pantang cerai
yang dilakukan masyarakat adat Lampung Pepadun di Kabupaten
Lampung Tengah sehingga dampaknya terhadap ketahanan

perkawinan.

Metode Penelitian

Mengingat pentingnya metode dalam penulisan Tesis ini,
maka dalam usaha menulis tesis ini digunakan cara-cara berfikir
dalam rangka membahas pokok-pokok permasalahan serta
memudahkan dan pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data.
Sehingga penelitian ini dapat terlaksana secara objektif dan ilmiyah
serta dapat mencapai hasil yang maksimal. Untuk itu perlu dalam

penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

7 Dedi Supriyadi, Kata Pengantar Nurol Aen, (Guru Besar Hukum Islam Fakultas

Syariah dan Hukum), h. 5.
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1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif
kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti
kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai
instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara
gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian
kualitatif labih menekankan makna dari pada generalisasi.
Apabila dilihat dari jenis informasi datanya, penelitian ini
termasuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang tidak dapat
di uji dengan statistik.®
Penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus, yaitu
yang mempelajari secara rinci terhadap suatu perorangan,
kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu tentang latar
belakang, keadaan atau kondisi faktor-faktor atau interaksi-
interaksi di dalamnya.’® Karena studi ini bertujuan untuk
mendapatkan gambaran secara mendalam tentang Pergeseran
Nilai Budaya Pantang Cerai Pada Masyarakat Adat Lampung
Pepadun. .
b. Sifat Penelitian
Dilihat dari segi sifatnya kajian ini bersifat kualitatif,
penelitian ini termasuk dalam penelitian Deskriptif Analisis.”
Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan

mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat

'8 Ronny Kuntur, Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis, (Jakarta:
PPM, 2004), h. 105.

1 Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT, Raja Grafindo, 1997),
h. 36.

20 Cholid Narbuko, Abu Ahmad, Metodelogi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara,
2007), h. 44,
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mengenai fakta-fakta dan sifat tertentu dengan mencoba
menggambarkan fenomena secara mendetail apa adanya.?
Hasil penelitian dalam bentuk laporan sebagai karya ilmiyah,
adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan,
hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, khususnya
hubungan sebab akibat, penelitian ini mengenai hubungan
antara beberapa hal, akan menghasilkan umum, ayau
kecenderungan umum, apabila mendekati kepastian akan
menilbulkan menetapan hukum pada daerah tersebut dan pada
daerah lain.”

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan
menganalisa dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai
kesimpulan dan kajian tentang Budaya Pantang Cerai Pada
Masyarakat Adat Lampung Pepadun dan akan penulis sajikan

hasil penelitian ini dalam tinjauan Hukum Keluarga Islam.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian

ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari
sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun
laporan, dalam bentuk dokumen resmi kemudian diolah oleh
penulis.®® Adapun yang akan diikaji dalam penelitian ini

adalah Budaya Pantang Cerai Pada Masyarakat Abung Siwo

2L A, Muri Yusuf, Metodologi Penelitian, (Padang: FIP IKIP Padang, 1987), h. 80.
22 Dawam Rahardjo, Islam dan Tranformasi Sosial Ekonomi, (Jakarta: Studi Agama

dan Filsafat, 1999), h. 14

2 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga (Jakarta: Grafika, 2011),
h. 106.
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Mego, sehingga untuk mendapatkan data yang sesuai untuk
dapat menyelesaikan penelitian ini, maka diperlukan data yang
diperolen langsung dari sumbernya vyaitu yang akan
diwawancarai sebagian masyarakat yang memahami tentang
tradisi adat Lampung, dan tokoh masyarakat ulama di
Kabupaten Lampung Tengah mengenai Budaya Pantang Cerai
Pada Masyarakat Abung Siwo Mego Lampung Tengah.
b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber
yang bukan aslinya memuat informasi atau data-data tersebut.?*
Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang
berupa literatur, karya ilmiyah, hasil penelitian, dan sebagainya
yang berhubungan dengan materi penelitian. Selain itu juga
digunakan kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan
hukum Islam dan Adat Lampung khususnya tentang

perkawinan dan perceraian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka teknik
yang ditempuh di lapangan dalam penelitian ini terdiri dari tiga
macam, yaitu teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi
Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di
lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan
perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di

132

2 Tatang M. Arifin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Rajawali, 1986), h.
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lokasi.”® Pengertian lain teknik observasi yaitu mengamati
kejadian secara sistematis terhadap sesuatu yang terjadi pada
tempat penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini
penulis mengamati langsung faktor-faktor yang menyebabkan
terjadinya Pergeseran Nilai Budaya Pantang Cerai Pada
Masyarakat Adat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego
Kabupaten Lampung Tengah.

. Wawancara

Menurut Kartini Kartono adalah suatu percakapan yang
diarahkan kepada suatu masalah tertentu, merupakan proses
tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan
langsung secara fisik, berbincang dan tanya jawab.?

Jadi wawancara dapat dipandang sebagai alat pengumpul
data dengan jalan jawaban secara berhadapan langsung dengan
sampel yang telah ditentukan sebagai responden. Wawancara
yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas
terpimpin yaitu kombinasi antara wawancara terpimpin dan
tidak terpimpin. Wawancara bebas terpimpin ini pewancara
telah membawa pedoman pertanyaan yang berupa garis
besarnya saja. Metode ini digunakan untuk memperoleh data
tentang Pergeseran Nilai Budaya Pantang Cerai Pada
Masyarakat Adat Lampung Pepadun Abung Siwo Mego di
Kabupaten Lampung Tengah.

% Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Cetakan Pertama,

(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 85.

%6 Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Reserh Sosial, (Bandung: Alumni, 1986),
h. 34.
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c. Dokumentasi

Menurut Suharsimi  Arikunto Metode dokumentasi
adalah mencari data mengenai hal-hal atau veriabel yang
berupa catatan, cetakan, transkip, buku, surat kabar, majalah,
prestasi, dan sebagainya.

Teknik ini digunakan untuk mencari data dengan
menggunakan pencatatan terhadap bahan tertulis, dalam hal ini
bersumber dari wawancara dengan narasumber yang

berhubungan dengan penelitian.

4. Informan dan Tempat Penelitian
a. Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk
memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar
belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar
mengetahui permasalahan yang akan diteliti.?’” Penelitian
kualitatif pada dasarnya yaitu berangkat dari kasus tertentu,
menurut Sparadley yaitu dinamakan “Social Situatuion” yang
terdiri atas tiga elemen yaitu tempat (place), pelaku (actor),
aktivitas (activity) yang berintegrasi sinergis. Situasi sosial
dalam hal ini dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin
dipahami dan dicari secara lebih mendalam.?® Ada tiga macam
informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan kunci yaitu
informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang
permasalahan yang diangkat oleh penulis, sedangkan informan
utama yaitu individu maupun kelompok yang dijadikan sebagai

2’Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan
Penelitian (Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011), 22.

%8 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitaf Dan R&D (Bandung: Alfabeta,
2015), h. 289.



sumber data atau informasi dalam memberikan gambaran
teknis terkait masalah penelitian dan informan tambahan
merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan
sebagai pelengkap. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik
pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan
tertentu. Dalam pemilihan informan ini sudah sangat
dipertimbangkan dan sesuai dengan kriteria yang dianggap
paling mengetahui tentang apa yang dibutuhkan oleh penulis
untuk menjawab pertanyaan yang telah dirancang oleh penulis
yakni:
1) Tokoh Adat di Kabupaten Lampung Tengah.
2) Informan pendukung tokoh masyarakat di Kabupaten
Lampung Tengah
3) Memiliki pengetahuan tentang Budaya Pantang Cerai
Masyarakat Adat Lampung Abung Siwo Mego.

b. Tempat Penelitian
Tempat yang dijadikan dalam penelitian ini adalah
masyarakat Abung Siwo Mego di Kabupaten Lampung Tengah
yaitu Kecamatan Gunung Sugih, Kecamatan Padang Ratu,
Kecamatan Anak Tuha, Kecamatan Bumi Ratu Nuban,

Kecamatan Pubian dan Kecamatan Bumi Nabung.

5. Metode Pengolahan Data
Setelah memperoleh data yang cukup untuk penulisan tesis
ini, selanjutnya akan melakukan pengolahan data dengan

melakukan beberapa langkah sebagai berikut:
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a. Pemeriksaan Data
Pemeriksaan data adalah yaitu mengoreksi apakah data-
data yang didapatkan sudah cukup lengkap, sudah benar dan
sudah sesuai dengan masalah yang dikaji.”
b. Rekonstruksi Data
Rekontruksi data adalah menyusun data secara teratur,
beruntun, dan logis sehingga mudah untuk dipahami.*
c. Sistematisasi Data
Menurut Nana Sujana sitematisasi data adalah
menempatkan data menururt kerangka sistematika berdasarkan
urutan masalah. Setelah semua data tersusun rapih, langkah

selanjutnya yaitu menganalisis data.*

6. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis
yaitu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data,
penyusunan data, penyusunan dan penjelasan atas data. Data yang
terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi sehingga metode
ini sering disebut metode penelitian analitik. Ciri mendasar dari
metode ini adalah bahwa lebih memusatkan diri pada pemecahan
masalah-masalah aktual.*

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu
prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang

berwujud uraian dengan kata atau kalimat baik tertulis maupun

2 Muhammad Igbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian

Aplikasinya, (Jakarta: Grafia Indonesia, 2002), h. 55

%0 Winarto, Memahami Pengolahan Data, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 29

31 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya
Bhakti, 2004), h. 126.

%2 Winarto Surakhmad, Pengantar Penelitian-Penelitian llmiah: Dasar, Metode,
Tehnik, Cetakan Kelima, (Bandung: Tarsito, 1994), h. 140.
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lisan dari orang tua atau masyarakat yang berprilaku yang
diamati.®* Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang
lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat-tempat
tertentu dan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat
termasuk di dalamnya kaidah dan teknik untuk memuaskan
keingintahuan peneliti pada suatu yuridis atau cara untuk

menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.

¥ Ahmad Anwar, Prinsip Metodologi Research, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975),
h. 22.



BAB II
LANDASAN TEORI
A. Cerai Talak dan Cerai Gugat (Khulu’) dalam Hukum Islam
1. Cerai Talak dalam Hukum Islam
Talak menurut istilah  fikih falah melepaskan atau
membatalkan ikatan pernikahan dengan lafaz tertentu yang
mengandung arti menceraikan.®* Talak merupakan jalan keluar
terakhir dalam suatu ikatan pernikahan antara suami istri jika mereka
tidak terdapat lagi kecocokan dalam membina rumah tangga.
Talak sering disebut juga dengan istilah perceraian dalam
bahasa Arab dikenal dengan istilah al-Talag, secara etimologi

berarti:
3 B £ I 2l s 53 g SO

“Talak menurut syara’ ialah melepaskan tali perkawinan dan
1,35

mengakhiri tali pernikahan suami isteri.

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan
atau ikatan perkawinan antara seorang pria dengan wanita (suami-
istri), sedangkan dalam syari’at Islam, perceraian disebut dengan
talak yang maksudnya adalah pelepasan atau pembebasan suami
terhadap istrinya; sedangkan dalam fikih Islam, perceraian berarti
bercerai lawan dari berkumpul yang berarti perceraian antara suami

istri.>®

% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Figh
Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, h. 198.

% 1Zain ad-Din bin ‘Abd al-‘Aziz al-Malibari, Fathal-Muin bi Syarh Qurrah al-
‘Ain, (Surabaya: Syirkah Bengkulu Indah, t.th), h. 112

% Kamal Mukhtar, Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1993), h. 6.
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Perceraian dalam pengertian ini adalah, hilangnya ikatan atau
membatasi geraknya dengan kata-kata khusus, sedangkan maknanya
(40)) adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi
suami istri bercampur dengan istri. Hal ini sebagaimana firman

Allah swt dalam Qur’an At-Talaq ayat 1:

1 35l el St Sl s 2 51 230
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“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka
hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat
(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu
serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu
keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka
(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang
terang. ltulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang
melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah
berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui
barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang
baru.”(QS. At- Talaq [65]: 1)

Meskipun talak dibolehkan dalam agama, namun talak
merupakan hal dibenci oleh Allah swt., maka apapun perkara yang

mendatangkan perceraian, hendaklah ia berpikir kembali untuk islah,

sehingga Allah swt., memberikan masa iddah untuk berpikir

3" Departemen Agama RI, al Qur’an dan Terjemah, (Semarang: CV.Toha Putra,

1989), h. 1276.
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kembali, dan merujuknya kembali sebelum masa habis masa iddah.

Sebagaimana firman Allah swt dalam al-Qur’an:

jcw\\ \}Je"\"/‘é ,f';: /1/91::9\ ){‘;ih/ \3\/&3\ @E
L;/"L \fjgyju@fy&fﬁﬂg
5
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“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka
rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik
dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara
kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.
Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman
kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah

niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.” (QS. At-
Talaq [65]: 1)®

Begitu juga dengan firman Allah swt, lainnya:
SEYESNRETSEN ;uu ;,z.x;\ T 21k 151
VJL:@J’L}M’ )&“’Yj‘fjj’“’
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% bid.
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“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati
akhir ‘iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf
atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf (pula).
Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan,
karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa
berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap
dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah
permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah
diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (as-
Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang
diturunkan-Nya itu. Bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah
bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. Al-

Bagarah [2]: 231).%

Allah swt., menjelaskan bahwa seorang suami yang
menjatuhkan cerai kepada istrinya hendaklah tidak menganiaya
istrinya dengan cara mengupayakan agar istrinya tersebut berada
dalam masa ‘iddah yang panjang. Ayat tersebut di atas merupakan
kritikan keras terhadap kasus yang dipraktekkan oleh Sabit Ibnu
Basyar, seorang laki-laki dari golongan Ansar, dimana ia
menjatuhkan cerai istrinya namun ketika masa ‘iddahnya tinggal dua
atau tiga hari lagi, lalu ia rujuk kepada istrinya, kemudian ia kembali
menjatuhkan talak istrinya untuk yang kedua dan begitu seterusnya
sehingga istrinya tersebut selalu berada dalam masa ‘iddah selama
sembilan bulan, dengan maksud menganiayanya. Demikian asbab
al-nuz(l ayat tersebut menurut Syaikh Ali Sayis.*

a. Rukun dan Syarat Talak
Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai

penetapan rukun talak. Menurut ulama Hanafiyyah, rukun talak

39 B
Ibid, 19.
% Muhammad ‘Ali al-Sayis, Tafsir Ayat al-Ahkam, (Beirut: Dar al-Kutub al-

‘Ilmiyyah, t.th.), Jil. 1, h. 154.
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itu adalah lafal yang menjadi penunjukan terhadap makna talak,

baik secara etimologi yaitu at-takhliyyah (meninggalkan atau

membiarkan), al-irsal (mengutus) dan raf’u al-Qayyid

(mengangkat ikatan) dalam kategori lafal-lafal lainnya pada

lafal kinayah, atau secara syara’ yakni menghilangkan halalnya

“bersenang-senang dengan isteri dalam kedua bentuknya (ra;’i

dan ba’in), atau apapun yang menempati posisi lafal.

Menurut ulama dalam mazhab Malikiyyah, rukun talak itu
ada empat*, yaitu:

1) Orang yang berkompeten melakukannya. Maksudnya, orang
yang menjatuhkan talak itu adalah suami atau wakilnya
(kuasa hukumnya) ataupun wali, jika ia masih kecil.

2) Dilakukan secara sengaja. Maksudnya, orang yang
menjatuhkan talak itu sengaja membacakan lafal-lafal yang
termasuk kategori lafal shrih atau lafal kinayah yang jelas.

3) lIstri yang dihalalkan. Maksudnya talak yang dijatuhkan itu
mesti terhadap isteri yang telah dimiliki melalui suatu
pernikahan yang sah.

4) Adanya lafal, baik bersifat sharih ataupun termasuk kategori
lafal kinayah.

Adapun menurut ulama Syafi’iyyah dan Hanabillah,
rukun talak itu ada lima*, yaitu:

1) Orang yang menjatuhkan talak. Orang yang menjatuhkan

talak itu hendaklah seorang mukallaf. Oleh karena itu, talak

1 Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr,
1989), Cet. Ke-3, Juz. 7, h. 361-362.

*2 Muhammad bin Muhammad Abi Hamid al-Ghazali, al-Wajiz fi Figh Mazhab al-
Imam al-Syafi i, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 286-289.
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2)

anak kecil yang belum baligh dan talak orang gila tidak

mempunyai kekuatan hukum.

Lafal talak. Mengenai rukun yang kedua ini, para ulama

Syafi’iyyah membaginya kepada tiga macam, yaitu;

a)

b)

Lafal yang diucapkan secara sharih dan kinayah.
Diantara yang termasuk lafal sharih adalah al-sarrah, al-
firag, al-thalaq dan setiap kata yang terambil dari lafal
al-thalaq tersebut. Sedangkan lafal kinayah adalah setiap
lafal yang memiliki beberapa pengertian, seperti seorang
suami berkata kepada isterinya: idzhabi (pergilah kamu)
atau ukhruji (keluarlah kamu) dan lafallafal lain seperti
itu, sementara suami itu meniatkan menjatuhkan
talaknya. Jadi menurut mereka, talak yang dijatuhkan
oleh seorang suami itu baru terakad apabila di ucapkan
dengan lafal-lafal yang sharih ataupun lafal kinayah
dengan meniatkannyauntuk menjatuhkan talak.

Apabila lafal talak itu tidak diucapkan, baik secara
sharih maupun kinayah, boleh saja melalui isyarat yang
dipahami bermakna talak, namun menurut kesepakatan
ulama dikalangan Syafi’iyyah, isyarat tersebut baru
dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila
dilakukan oleh orang bisu. Menurut mereka isyarat
tersebut juga terbagi kepada sharih dan kinayah. Isyarat
sharih adalah isyarat yang dapat dipahami oleh orang
banyak, sementara isyarat yang termasuk kategori
kinayah adalah isyarat yang hanya dipahami oleh

sebagian orang.
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¢) Talak itu juga sudah dianggap memenuhi rukun kedua
ini, apabila suami tersebut menyerahkan (al-fawid)
kepada isterinya untuk menjatuhkan talaknya. Misalanya
seorang suami berkata kepada isterinya: Talligi nafsak
(talaklah dirimu), lalu apabila isterinya itu menjawab:
Tallagtu (aku talakkan), maka talak isterinya itu telah
jatuh. Sebab dalam kasus seperti itu, istri berkedudukan
sebagai tamlik (wakil) dalam menjatuhkan talak.
Menurut pandangan ulama Syafi’iyyah, lafal atau
sighah yang merupakan salah satu rukun talak itu dapat
terpenuhi melalui ucapan dengan lafal yang sharih atau
kinayah, isyarat bagi orang yang bisu baik dengan isyarat
yang sharih maupun kinayah, ataupun melalui penyerahan
menjatuhkan talak yang dikuasakan oleh seorang suami
kepada isterinya.

3) Dilakukan secara sengaja; maksudnya, lafal talak itu sengaja
diucapkan. Ulama Syafi’iyyah mengemukakan bahwa ada
lima bentuk yang diketahui cacatnya kesengajaan, yaitu:

a) Salah ucapan;

b) Ketidak tahuan;

c) Bersenda gurau;

d) Adanya unsur paksaan;

e) Hilang akal pikiran disebabkan gila dan minum obat;

4) Wanita yang dihalalkan atau isteri. Apabila seorang suami
menyandarkan talak itu kepada bagian dari tubuh isternya,
misalnya ia menyandarkan kepada anggota tubuh tertentu
seperti tangan, kepala, limpa atau hati, maka talaknya sah.

Namun apabila suami tersebut menyandarkan kepada
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5)

fadhalat tubuhnya seperti air liur, air susu atau air mani,
maka talaknya tidak sah.

Menguasai isteri tersebut. Apabila seorang suami berkata
keada seorang wanita yang bukan isterinya; anti tallig
(kamu wanita yang ditalak), maka talaknya tidak sah, namun
apabila suami tersebut berkata kepada isterinya atau
isterinya itu masih berada dalam masa ‘iddah talak raj’i,
maka talaknya baru dianggap sah. Bahkan menurut ulama
Syafi’iyyah, apabila seorang suami berkata kepada wanita
yang bukan isterinya; In nakahtuki fa anti talliq (jika aku
menikahimu maka kamu adalah wanita yang ditalak), maka
nikahnya juga tidak sah. Jadi menurut mereka, ucapan yang
dikaitkan dengan syaratpun juga tidak sah, sebab ketika
lamengucapkannya, wanita tersebut tidak berada dalam

kekuasaannya.

Macam-Macam Talak

Berdasarkan penjelasan di atas, maka secara fighiyyah

implikasi yuridis dari adanya talak memunculkan beberapa

macam talak, yakni:

1)

2)

Talak Raj’i

Talak rgj’i, yaitu talak dimana suami masih
mempunyai hak untuk merujuk kembali isterinya.
Talak Bain

Talak bain adalah talak yang memisahkan sama sekali
hubungnan suami isteri. Talak bain terbagi menjadi dua
bagian:
a) Talak bain sugra, ialah talak yang menghilangkan hak-

hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak
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menghilangkan hak nikah baru kepada isteri bekas

isterinya itu. Talak yang dijatuhkan suaminya pada

isteri yang belum terjadi dukhul (setubuh) adanya

Khulu. Hukum talak bain sugra;

1. Hilangnya ikatan nikah antara suami dan isteri

2. Hilangnya hak bergaul bagi suami isteri termasuk
berkhalwat (menyendiri berdua-duaan)

3. Masing-massing tidak saling mewarisi manakala
meninggal

4. Bekas isteri, dalam masa iddah, berhak tinggal di
rumah suaminya dengan berpisah tempat tidur dan
mendapat nafkah

5. Rujuk dengan akad dan mahar yang baru

Talak Bain kubra adalah talak yang mengakibatkan

hilangnya hak rujuk pada bekas isteri, walaupun kedua

bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik diwaktu

iddah atau sesudahnya. Adapun yang termasuk talak

bain kubra adalah segala macam talak yang

mengandung unsur-unsur sumpah. Hukum talak bain

kubra:

1. Sama dengan hukum talak bain shugra nomor 1, 2,
dan 4 2)

2. Suami haram kawin lagi dengan istrinya, kecuali
bekas istri telah kawin dengan laki-laki lain, dan

telah dicerai oleh lakilaki yang mengawininya.
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2. Cerai Gugat (Khulu’) dalam Hukum Islam

Menurut bahasa, kata cerai gugat adalah istilah bahasa
Indonesia yang sering dikenal dengan istilah khulu’ berasal dari
khala’ats-tsauba idzaa azzalaba yang artinya melepaskan pakaian;
karena istri adalah pakaian suami dan suami adalah pakaian istri.
Khulu’ menurut bahasa, dari kata & - i - i yang berarti
melepaskan atau menanggalkan pakaian atau FIEQ A A
yang berarti menanggalkan ia akan sesuatu.* Sedangkan menurut
istilah, adalah menebus istri akan dirinya kepada suaminya dengan
hartanya maka tertalaklah dirinya.**

Abu Zahrah mendefinisikan bahwa khulu” mempunyai dua arti
yaitu ‘am dan khas. Khulu’ dalam arti umum adalah talak atas harta
istri untuk menebus dirinya yang diserahkan kepada suaminya baik
dengan lafaz khulu’ atau lafazh mubara’ah atau dengan lafaz talak;
pengertian ini banyak digunakan oleh ulama kontemporer.Adapun
khulu’ dalam arti khas adalah talak tebus dengan lafaz khulu’,
pendapat ini banyak digunakan oleh ulama salaf.*®

Secara terminologi, menurut syariat, khuluk ialah pengajuan
talak oleh istri. Menurut Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha
khuluk ialah talak yang dijatuhkan sebab keinginan dan desakan dari
pihak istri, hal semacam itu disyariatkan dengan jalan khuluk, yakni
pihak istri menyanggupi membayar seharga kesepakatan antara
dirinya dengan suami, dengan (standar) mengikuti mahar yang telah

diberikan.*®

3 |dris Al-Marbawi, Kamus Bahasa Arab Melayu, (Surabaya: Hidayah, 2000), Jil.

1, h. 184.

* Abu Mansur, Lisan el-Arab, (Kairo: Daar el-Hadis, 2003), Jilid 3, h. 182.
4 Muhammad Abu Zahrah, Ahwal Syahkshiyyah, (Kairo: Daar el-Fikri, 2005), h. 329.
* Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, al-Figh al-Manhaji ‘ala Madzhab

allmam al-Sydfi’i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, h. 127.
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Dari pemaparan tersebut bisa kita pahami bahwa khulu’ secara
syariat hukumnya boleh diajukan jika memenuhi persyaratan. Selain
itu, dalam khulu’ harus terjadi kesepakatan antara kedua belah
pihak, suami maupun istri tentang nominal tebusan.Kesepakatan ini
sekaligus menunjukkan bahwa dalam akad Fkhulu’, harus ada
kerelaaan dari pihak suami untuk menerima tebusan, dan
kesanggupan dari pihak istri untuk membayar tebusan tersebut.
Namun dengan catatan, nominal harga tebusan tidak boleh melebihi
nominal mas kawin pada saat pernikahan.

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa hukum asal kAulu’ ini
ialah mubah jika memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut
diantaranya telah disebutkan oleh Imam Abu Ishak Ibrahim bin Ali
bin Yusuf alFairuzzabadi al-Syairazi bahwa apabila seorang
perempuan benci terhadap suaminya karena penampilannya yang
jelek, atau perlakuannya yang kurang baik, sementara ia takut tidak
akan bisa memenuhi hak-hak suaminya, maka boleh baginya untuk
mengajukan khuluk dengan membayar ganti rugi atau tebusan.

Selain faktor di atas, ada juga motif lain dari kAulu’ yang bisa
mengubah hukumnya, seperti jika suami melalaikan hukum Allah,
semisal meninggalkan shalat, atau lainnya, maka hukum khulu’
menjadi wajib. Sebaliknya, jika tidak ada motif atau alasan apa pun
yang mendasarinya, maka kAulu’ hukumnya haram.

Khulu’ dapat juga berarti fida atau tebusan, karena isteri
meminta cerai kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan

atau imbalan*’ sebagaimana firman Allah swt:

*"'H. A. Fuad Said, Perceraian Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Husna,
1994), h. 95.
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“Talak (vang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk
lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang
baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang
telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya
khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika
kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat
menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas
keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus
dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu
melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah
mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah [2]:
229).%

Menurut al-Malibariy, khulu’ adalah perceraian dengan
tebusan dari pihak isteri diberikan pada pihak suami, dengan
memakai kata talak atau khulu’ atau tebusan.*® Khulu’ adalah jalan
keluar bagi isteri yang tidak menyukai suaminya dengan alasan
selain yang biasa melahirkan fasakh, isteri memberikan semacam

ganti rugi (‘iwad) atas pemberian suami seperti mahar, nafkah, dan

*8 Departemen Agama RI, A/ qur’an dan Terjemah, h. 19.
* Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, Fath al-Muin Syarh Qurrat al-

Aini, (Semarang: Pustaka Alawiyyah, 1997), h. 111.
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sebagainya agar suami bersedia dengan rela hati menjatuhkan talak
kepadanya.*

Hikmah khulu untuk menghindari bahaya, yakni saat
terjadinya pertengkaran hebat yang menimbulkan gejolak dalam
hubungan suami isteri hingga keduanya tidak bisa disatukan lagi
dalam ikatan rumah tangga maka khulu’ diperbolehkan; Hal ini agar
keduanya tetap berjalan dalam kehidupan masing-masing dan
menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah.™

Adapun kedudukan khulu’ di dalam hukum keluarga menurut
mazhab Umar, Usman dan Ali ra serta jumhur fugaha’, bahwa
khulu’ termasuk talak, seperti halnya pendapat Abu Hanifah dan Al-
Muzanniy mempersamakan khulu’ dengan talak; sedangkan Imam
Syafi’i berpendapat bahwa khulu’ termasuk fasakh di dalam gaul
gadim-nya.>? Demikian juga pendapat Imam Ahmad dan Daud, serta
Ibnu Abbas dari kalangan sahabat. Imam Syafi’i juga meriwayatkan
bahwa khulu’ merupakan kata sindiran; Jadi jika dengan kata
kinayah tersebut menghendaki talak, maka talak pun terjadi, dan jika
tidak maka menjadi fasakh; akan tetapi dalam qaul jadidnya
dikatakan bahwa khulu’ itu adalah talak.>

Jumhur fugaha yang berpendapat bahwa kAulu’ adalah terbagi
dua lafazh yaitu: sarih dan kinayah. Lafaz sarih menjadikannya

sebagai talak bain tanpa niat karena apabila suami dapat merujuk

%0 Abdul Wahhab Muhaimin, “Kajian Ayat-Ayat Hukum Wanita Dalam Perkawinan
Dan Perceraian”, Jurnal Ahkam, No. 4 (Maret1998), h. 44.

*L Ali Ahmad Al-Jurjawi, Indahnya Syariat Islam, (Jakarta; Gema Insani, 2006), h.
379.

°2 Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, al-Wajiz fi Figh Mazhab
Imam Syafi’i, (Beirut: Daar el-Fikri, 2004), h. 276.

53 Imam asy-Syafi’i,al-Umm, (Beirut: Dar al-Fikri, 2002), Jil. 3, h. 220.
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isterinya pada masa iddah maka penebusannya tidak berarti lagi,
sedangkan kinayah jatuh talak bain dengan disertai niat.>*

Abu Tsaur berpendapat, apabila khulu’ tidak menggunakan
kata-kata talak, maka suami tidak dapat merujuk isterinya;
sedangkan apabila kZulu’ menggunakan kata talak, maka suami
dapat merujuk isterinya. Fugaha yang menganggap khulu’ sebagai
talak mengemukakan alasan bahwa fasakh itu merupakan perkara
yang menjadikan suami sebagai pihak yang kuat dalam pemutusan
ikatan perkawinan dan yang bukan berasal dari kehendaknya.
Sedang khulu ini berpangkal pada kehendak ikhtiyar; oleh karena itu
khulu’ bukan fasakh.

Fugaha yang tidak menganggap khulu’ sebagai talak
mengemukakan alasan bahwa Allah telah berfirman dalam al-
Bagarah ayat 230 yang intinya adalah Talak yang dapat dirujuk dua
kali. Kemudian Allah menyebutkan tentang khulu, Jika tebusan
tersebut adalah talak, berarti isteri tidak halal lagi bagi suami kecuali
bila ia sudah menikah lagi dengan suami yang lain, menjadi talak
yang keempat.>

Adapun fugaha yang menentang pendapat ini mengatakan
bahwa ayat di atas memuat kedudukan tebusan sebagai sesuatu yang
dipersamakan dengan talak, bukan hal yang berbeda dengan talak.
Dengan kata lain bahwa perbedaan pendapat tersebut disebabkan,
apakah berkaitannya harta pengganti pada pemutusan ikatan
perkawinan karena talak, fasakh, atau bukan.”® Adapun hadits

rasulullah saw yaitu:

% Abdurrahman al-Jaziri, al-Figh ala Mazahib al-Arba’ah, (Beirut, Dar al-Fikri,

2000), Jil. 4, h. 328.

*® Slamet Abidin, Fikih Munakahat 2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 94.
% Slamet Abidin, Fikih Munakahat 2, h. 94
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“Hadis Rasul dari Ibnu Abbas ra. “Bahwa Isteri Tsabit bin
Qais bin Syammas mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam
seraya berkata;, “Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit
dalam agama dan akhlaknya. Aku hanya takut kufur”. Maka
Rasulullah  saw., bersabda: “Maukah kamu mengembalikan
kepadanya  kebunnya?”. la  menjawab, “Ya”, maka ia
mengembalikan kepadanya dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa
sallam memerintahkannya, dan Tsabit pun menceraikannya.” (HR.
Bukhari dan Nasai)

Dalam penjelasan hadis tersebut menyatakan bahwa, jika
khulu’ dilakukan, maka istri wajib mengembalikan harta yang telah
diberikan kepadanya (yaitu mahar yang telah diterimanya). Hal itu

juga ditegaskan dalam hadis lain, sebagai berikut:
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> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizhah al-
Ju'fi al-Bukhar, Shahih al-Bukhari, (Bairut: Dar al-Qolam, 2007), jilid Ke-II, h, 140
%8 Al-Syaukani, Nailul Authar (Jakarta: Pustaka Azam, 2018), juz 6, h. 277.



40

“Dari Rubayyi’ binti Mu’awwidz bahwasanya Tsabit bin Qais
bin Syammas memukul tangan istrinya yang bernama Jamilah binti
‘Abdullah bin Ubaiy sehingga patah, kemudian saudaranya datang
kepada Rasulullah saw., untuk mengadukannya, lalu Rasulullah
saw., mengutus (seseorang) kepada Tsabit, kemudian Nabi saw.,
bersabda kepadanya, “Ambillah kembali apa yang pernah kamu
berikan kepada istrimu, dan lepaskanlah dia”. Tsabit menjawab,
“Ya”. Lalu Rasulullah saw., menyuruh Jamilah agar menunggu satu
kali haidl dan pulang kepada keluarganya”. (HR. Naséi)

Larangan istri meminta cerai itu hanya berlaku jika permintaan
cerai itu dilakukan tanpa ada alasan yang dibenarkan syar’i. Hukum
istri  yang meminta cerai dalam Islam boleh diajukan,
tetapi syaratnya harus sesuai dengan aturan syariat Islam. Alasan-
alasan meminta cerai yang dapat dibenarkan itu misalnya suami
tidak mau memberi nafkah lahir atau tidak mampu memberi nafkah
batin karena impoten atau suami selingkuh, pemabuk, penjudi, dan
lain sebagainya. Dengan demikian, jika memang ada alasan syar’i,
maka istri diberikan hak untuk meminta cerai (kAulu’) kepada
suaminya.> Dalam sighat ta'liq yang menjadi acuan dari pernikahan
muslim di Indonesia, disebutkan bahwa suami yang tidak
memberikan nafkah maka istrinya dapat mengajukan perceraian.
Lalu, apabila permohonan istri telah terbukti melanggar sighat
ta'lignya, jatuhlah talak yang pertama. Namun, apabila hal
pengajuan cerai dari istri tidak terbukti benar adanya dan melenceng
dari syariat Islam.

Hadis ini menunjukkan ancaman yang sangat keras bagi
seorang wanita yang meminta perceraian tanpa ada sebab yang

21.

* |yas, Hamim, Dkk, Perempuan Tertindas, (Yogyakarta, eLSAQ Press, 2005), h.
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diizinkan oleh syari’at. Para ulama fikih melakukan klasifikasi

mengenai hukum Khulu’ sebagai berikut:®

a. Makruh. ini merupakan hukum asal khulu” . Dimana suami
membenci istrinya karena buruk akhlaknya dan ia merupaya agar
istri menggugat cerai melalui khulu’, maka menurut para ulama
makruh bagi suami menunut tebusan dari istri.

b. Mubah. Artinya bahwa perceraian melalui jalan khulu’ oleh istri
dibolehkan tidak dikenai dosa bagi pelakunya. Dengan ketentuan
bahwa istri sangat membenci suaminya, dan dikhawatirkan istri
tidak dapat menunaikan hak suaminya sebagaimana yang
diperintahkan Allah swt.

c. Haram. Hal ini dapat terjadi dari dua pihak. Pertama dari pihak
suami. Dimana suami sengaja menyusahkan istri dan tidak mau
berkomunikasi dengan istri, sengaja tidak memberikan hak-hak
istri, dengan tujuan agar istri merasa tertekan seolah seperti
diteror yang akhirnya istri tidak tahan dan menggugat suami
melalui tebusan/iwadh. Dan apabila suami menceraikan istri,
maka suami tidak berhak mengambil tersebut. Kecuali istri
melakukan perbuatan keji seperti berzina atau melakukan
perbuatan maksiat maka suami dapat membuat suatu kondisi
yang menyusahkan istri agar membayar tebusan melalui jalan
khulu’.

d. Sunnat. Apabila suami berlaku Mufarrith (meremehkan) hak-hak
Allah, seperti suami meremehkan shalat, puasa dan meremehkan
ajaran ajaran agama, maka disunnahkan istri menggugat cerai

suami melalui jalan khuluk.

%0 Slamet Abidin, Fikih Munakahat 2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 94.



e. Wajib. Dimana suami memilki keyakinan atau perbuatan yang
dapat mempengaruhi agidah istri keluar dari Islam. Sementara
Istri tidak mampu membuktikan perbuatan suami tersebut di
depan Pengadilan. Atau istri mampu membuktikan keyakinan
dan perbuatan suami di atas tetapi pengadilan belum memvonis
suami murtad sehingga tidak bisa bercerai, maka dalam keadaan
demikian wajib bagi istri menggugat melalui jalan khuluk,
karena seorang muslimah tidak selayaknya menjadi istri dari
suami yang memiliki keyakinan dan perbuatan kufur.®*

Menurut ulama figh khusus Syafiyyah menjelaskan rukun
khulu’ itu ada lima perkara yaitu®?:

a. Al-Mujib (Suami)

Al-mujib ialah penyataan khuluk’ dari suami misalnya: “Aku
ceraikan engkau atau aku mengkhulu’ engkau dengan uang Rp
Satu Juta Rupiah” Ataupun suami menjawab pertanyaan isteri,
misalnya isteri berkata: “Ceraikan aku dengan Satu Juta
Rupiah”. Lalu suami menjawab “Aku ceraikan engkau dengan
satu Juta rupiah”. Dan syarat dari almujib hendaklah seorang
suami itu yang baligh, berakal dan mampu membuat pilihan (
tidak dipaksa ). Dengan demikian maka tidak sah khulu’ seorang
kanak-kanak, orang gila dan orang yang dipaksa. Adapun orang
yang muflis dan safih (orang yang tidak boleh membuat
keputusan sendiri dengan baik mengenai hartanya) maka khulu’
dari keduanya ini adalah sah. Kewajiban bagi isteri membayar
bayaran ganti, dan mestilah diserahkan bayaran ganti itu kepada

wali bagi suami yang safih. Adalah tidak harus diserahkan

%1 Slamet Abidin, Fikih Munakahat 2, h. 94.
62 Slamet Abidin, Fikih Munakahat 2, h. 94.
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bayaran ganti tersebut kepada suami yang safih, kerana ditakuti
ia tidak dapat mengurus harta tersebut kecuali setelah mendapat
izin dari walinya, maka bolehlah diserahkan bayaran ganti itu
kepada suami yang safih tersebut. Jika isteri menyerahkan
bayaran ganti itu kepada suami yang safih tanpa pengetahuan
wali dan harta itu lenyap, maka wajiblah atas isteri membayar
mahar mitsil. Mahar mitsil ialah mahar yang sebanding dengan
mahar perempuan-perempuan dalam keluarga isteri yang
terdekat misalnya adik-beradik, dan jika tidak ada, hendaklah
mengikut jumlah mahar yang menjadi kebiasaan bagi perempuan
di daerah itu. Misalnya, jika mahar bagi kakak atau adik dalam
keluarga isteri sebesar satu Juta Rupiah, maka isteri wajib
membayar sebanyak jumlah tersebut kepada wali suaminya.

. al-Mukhtali’Nstri, sebagai syarat dari Istri mesti seorang yang
mukallaf, bila istri masih kanak-kanak atau masih mumayyiz
maka khulu’ tidak sah. Begitu juga istri dalam keadaan gila,
dalam Pengampuan (tidak cakap bertindak secara hukum) maka
tidak sah khuluknya.

. Al-Mua’wadltebusan; Al-Mua 'wad ialah tebusan yang diberikan

istri kepada suami sebagai iwadh. Yang dimaksudkan disini ialah
hak suami ke atas isteri dalam perkawinan, dimana seorang isteri
itu adalah di bawah kuasa suaminya. Jika berlaku khulu’
wajiblah bagi isteri membayar bayaran ganti kepada suaminya
untuk menebus hak suami itu dalam perkawinan kerana khulu’
itu adalah atas kehendak isteri. Adapun sebagai syaratnya bahwa
tebusan diberikan dalam keadaan suami istri masih terikat tali

perkawinan.
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d. Al-‘lwagh. Al-‘iwadh ialah bayaran ganti yang diambil oleh

suami daripada isteri sebagai tebusannya dalam menuntut
khulu’. Apakah dalam bentuk mahar yang diberikan oleh suami

semasa pernikahan seperti Kasus Tsabit Bin Qois.

B. Masyarakat Adat Lampung Pepadun

1. Pengertian Masyarakat Lampung Pepadun

Masyarakat adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari
dua kelompok adat besar dalam masyaraka Lampung. Masyarakat
ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi
Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat
Pepadun awalnya berkembang di daerah Abuy, Way Kanan, dan
Way Seputih (Pubian). Kelompok adat ini memiliki kekhasan
dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam
masyarakat secara turun-temurun.

Masyarakat Pepadun menganut sistem patrilineal yang
mengikuti garis keturunan bapak. Dalam satu keluarga,
kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari
keturunan tertua, yang disebut Penyimbang. Gelar penyimbang ini
sangat dihormati dalam adat Pepadun karena menjadi penentu
dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat
ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari penyimbang,
dan seperti itu seterusnya.

Berbeda dengan Saibatin yang memiliki budaya
kebangsawan yang kuat, Pepadun cenderung berkembang lebih
egaliter dan demokratis. Status sosial dalam masyarakat Pepadun
tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan. Setiap orang
memiliki peluang untuk memiliki status sosial tertentu, selama

orang tersebut dapat menyelenggarakan upacara adat Cakak
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Pepadun. Gelar atau status sosial yang dapat diperoleh melalui
Cakak Pepadun diantaranya gelar Suttan, Raja, Pangeran, dan
Dalom.

Nama Pepadun berasal dari perangkat adat yang digunakan
dalam prosesi Cakak Pepadun. Pepadun adalah bangku atau
singgasana kayu yang merupakan simbol status sosial tertentu
dalam keluarga. Prosesi pemberian gelar adat Juluk Adok
dilakukan di atas singgasana ini. Dalam upacara tersebut, anggota
masyarakat yang ingin menaikkan statusnya harus membayarkan
sejumlah uang Dau dan memotong sejumlah kerbau. Prosesi
Cakak Pepadun ini diselenggarakan di “Rumah Sessat” dan
dipimpin oleh seorang Penyimbang atau pimpinan adat yang

posisinya paling tinggi.*®

2. Kepenyimbangan dalam Adat Lampung Pepadun

Masyarakat Pepadun menganut sistem kekerabatan
patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu
keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki
tertua dari keturunan tertua, yang disebut “Penyimbang”. Gelar
Penyimbang ini sangat dihormati dalam adat Pepadun karena
menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status
kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki

tertua dari Penyimbang, dan seperti itu seterusnya.

3. Aktifitas Per-adatan Adat Lampung Pepadun
Penyimbang Marga dalam Adat Lampung Pepadun ditandai

oleh kesempatan menduduki jabatan sebagai kepala adat, terbatas

%% Erizal Barnawi, Talo Balak Dalam Upacara Adat Begawei Mupadun Mewaghei
Bumei. Kota Alam Lampung Utara, (Jogjakarta: PPs ISl, 2015), h. 67.



46

sampai tingkat yang paling bawah, Adat Lampung Pepadun
dengan syarat telah ada wilayah dan ada pengikutnya, dengan kata
lain Ngangkat Penyimbang. Kepala adat tingkat marga (marga
geneologis) secara turun-temurun (tidak pernah bertambah). Di
lihat dari strukturnya, maka masyarakat Lampung Adat Pepadun
dikelompokkan pada masyarakat hukum Adat Bertingkat, karena
masyarakat terbagi dalam masyarakat hukum lainnya dimana
beberapa masyarakat Hukum Bawahan tunduk pada Hukum
Atasan.®

Pada masyarakat Lampung Adat Pepadun terdapat
perbedaan antara golongan marga atau Penyimbang dan golongan
orang biasa dapat diketahui dari ada tidaknya perlengkapan adat,
sedangkan golongan kedua tidak mempunyainya dan tidak berhak
memakai perlengkapan adat.

Tingkat susunan adat pada masyarakat Lampung adat
pepadun yang telah dipengaruhi oleh Agama Islam yang masuk
dari Banten, tingkat susunan masyarakat adat ini dapat dikatakan
sudah tidak ada pengaruh. Namun dikalangan penyimbang
sewaktu-waktu masih  nampak penonjolan  kebangsawan
dikampungnya. Sebaliknya, dikalangan masyarakat adat itu masih
nampak sisasisanya sehingga masih ada anggapan bahwa
golongan yang satu lebih rendah dari golongan yang lain.

Adanya anggapan demikian ini telah menyebabkan
angkatan muda Lampung menjadi tidak begitu tertarik lagi untuk
melaksanakan upacara-upacara adat yang masih bersifat feodal

adat Adat istiadat masyarakat Lampung Adat Pepadun

% Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kelengkapan Rumah Tangga
Tradisional Lampung, (Jakarta: Departemen Pendidikan, 2006), h. 14.
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memutuskan seseorang dapat menaikkan status adatnya jika ia
memiliki potensinya seperti kekayaan, Kharisma, walaupun tidak
mempunyai garis keturunan. Kedudukan dalam adat berdasarkan
turun temurun (ascribed status). Kedudukan adat yang dikenal
dengan nama Kepenyimbangan, dapat diperoleh dengan adat
begawi cakak pepadun.

Aturan status adat ini selain menyangkut kedudukan
sebagai pemimpin adat, berlaku juga dengan berbagai atribut yang
dikenakan, yang berlaku pada umumnya hanya pada waktu
upacara adat dan majelis keadatan atribut tadi merupakan status
simbol. Pada masyarakat Lampung adat Pepadun juga tidak
terlepas dari hukum adat yang ada, yaitu menjunjung tinggi
aturan-aturan, normanorma dan kebiasaan yang sudah
berkembang dalam masyarakat. Salah satunya adalah menyangkut
rangkaian atau proses perkawinan, masyarakat Adat Lampung
Pepadun akan tetap berpegang teguh pada aturan adat dan hukum

adat yang berlaku.

4. Kehidupan Kekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun
Hubungan kekerabatan Lampung Pepadun, baik Abung,
Tulang Bawang, Way Kanan/Sungkai dan Pubiyan berlaku
diantara penyimbang dengan para anggota kelompok keluarga
warei, kelompok keluarga kemaman dan kelompok anak. Adapun
penjelasan kelompok kekerabatan bertalian darah dijelaskan
sebagai berikut:

a. Kelompok Warei
Kelompok Warei ini terdiri atas saudara-saudara seayah-
seibu atau saudara-saudara seayah lain ibu, ditarik menurut

garis laki-laki ke atas dan ke samping termasuk saudara-
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saudara perempuan yang belum menikah atau yang bersaudara
datuk (kakek) menurut garis laki-laki. Artinya kelompok warei
ini semua anak keturunan dari istri pertama ataupun dari istri
kedua dan seterusnya. Anak keturunan sampai ke bawah
seterusnya, ke samping dan seterusnya merupakan kelompok
warei. sistem kekerabatan masyrakat Lampung Pepadun
berdasarkan kelompok warei. Semua anak keturunan dari ayah
baik dari istri pertama maupun istri kedua dan seterusnya
merupakan kelompok warei. Hal ini sama juga berdasarkan
garis ke atas, ke bawah, dan ke samping.

Panggilan pada setiap kelompok warei tersebut
mengikuti urutan dari yang tua, misalnya Minak, Wan, Kiyay,
Adin, dan Batin.®®
Kelompok Apak Kemaman

Kelompok ini terdiri atas semua saudara-saudara ayah
yang laki-laki atau paman baik yang sekandung atau yang
seayah maupun yang sedatuk atau yang bersaudara datuk atau
kakek menurut garis laki-laki. Dalam hubungannya dengan
Apak Kemaman, penyimbang berhak untuk meminta pendapat
atau nasehat dan berkewajiban untuk mengurus dan
memelihara Apak Kemaman. Sebaliknya Apak Kemaman
berhak diurus dan berkewajiban untuk menasehati.

Kedudukan Apak Kemaman terletak pada adik beradik
ayah pada semua anak keturunan ayah. Selain itu juga,

kedudukan Apak Kemaman terletak pada semua anak

% Windo Dicky Irawan, “Sistem Kekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun

Berdasarkan Garis Bertalian Darah,” Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Edukasi Lingua Sastra Volume 17 Nomor 2
(2017): hh. 11, https://jurnal.umko.ac.id/index.php/elsa/article/download/47/29/.
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keturunan ayah pada semua anak keturunan dari anaknya adik
beradik ayah. Kedudukan apak kemaman begitu seterusnya
mengikuti garis keturunan dari ayah sebagai penyimbang.
Panggilan pada setiap kelompok apak kemaman tersebut
mengikuti urutan dari yang tua, misalnya Wak Menak (tua),
Wak Eghan, Pak Pangkal, Paksu (bungsu).

Kelompok Adek Warei

Kelompok ini terdiri atas semua laki-laki yang
bersaudara dengan penyimbang baik yang telah berkeluarga
maupun yang belum berkeluarga. Kedudukan Adek Warei
terletak pada semua keturunan dari kakek dan adik beradik
kakek sampai keturunan seterusnya. Semuanya itu merupakan
Adek Warei.

Panggilan pada setiap kelompok Adek Warei tersebut
mengikuti urutan dari yang tua, misalnya Wak Menak (tua),
Buya Tuan (tua), Pak Pangkal (nomor dua), Paksu (bungsu).
Kelompok Anak

Kelompok ini terdiri atas anak-anak kandung.
Kedudukan anak kandung adalah mewarisi dan menggantikan
kedudukan orang tua atau ayah kandungnya. Panggilan atau
juluk terhadap anak tergantung pada kedudukan orangtua. Jika
ayahnya penyimbang, maka anak akan mendapatkan
kedudukan yang sama, begitu pula sebaliknya.

Jika Ayah kedudukannya sebagai penyimbang, maka
semua anak keturunan laki-laki memiliki kedudukan yang

sama Yyaitu sebagai penyimbang. Panggilan pada setiap

% 1bid
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kelompok anak tersebut mengikuti urutan dari yang tua,

misalnya Minak, Wan, Kiyay, Adin, Batin.”’

5. Pembagian Kelompok Masyarakat adat Lampung Pepadun
Masyarakat Lampung adat Pepadun adalah masyarakat adat
suku Lampung yang bermukim di daerah sepanjang Way Tulang

Bawang, Way Kanan dan Way Kiri, Way Seputih dan sebagainya.

Sesungguhnya yang juga tergolong penganut adat Pepadun adalah

orang-orang Ranau/ Muara Dua, Komering/ Kayu Agung yang

berdiam di daerah Sumatera Selatan.®®
Perkumpulan masyarakat Lampung Adat Pepadun dapat
dikelompokkan sebagai berikut:*

a. Kelompok Abung Siwo Mego, meliputi : (Buay Nunyal,
Buway Unyi, Buway Nuban, Buway Subing, Buway Kunang.
Buway Beliuk, Buway Selagai, Buway Tuha dan Buway
Nyerupa).

b. Kelompok Mego Pak Tulang Bawang meliputi : (Buway
Bulan, Buway Tegamoan, Buway Umpu dan Buway Aji).

c. Kelompok Buway Lima Waykanan dan Sungkai, meliputi :
(Buway Barasakti, Buway Semenguk, Nuway Baradatu,
Buway Pemuka dan Buway Bahuga).

d. Kelompok Pubian Telu Suku, meluputi (Buway Menyarat,
Buway Tamba Pupus dan Buway Buku Jadi)

67 H
Ibid.
% Hilman Hadikusuma, Pengantar llmu Hukum Adat Indonesia,Edisi Revisi Cet ke
111, (Bandung: Mandar Maju, 2014), h. 159.
% M. S. Amir, Adat Budaya Lampung, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001),
h. 19.
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6. Perkawinan Adat Lampung Pepadun

Masyarakat Lampung Pepadun menganut sistem
kekerabatan yang mengikuti garis keturunan bapak/Patrilineal.
Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak
laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut penyimbang,
gelar ini sangat dihormati dalam adat Pepadun karena menjadi
penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status adat
kepemimpinan ini akan diturunkan pada anak laki laki tertua dari
penyimbang, dan seperti itu seterusnya.

Masyarakat Lampung mengenal adanya perkawinan adat
yang menjadikannya berbeda dari masyarakat suku lain yang
berada di nusantara ini. Berdasarkan berbagai macam pernikahan
adat masyarakat Lampung yang ada pada saat ini dapat kita
kelompok kan menjadi dua:

Pertama, perkawinan yang melalui proses lamaran yang
dapat dilakukan dalam bentuk upacara adat besar yang bernama
gawei balak atau upacara adat yang sederhana yang disebut gawei
lunik. Kedua, perkawinan yang dilakukan tanpa melalui proses
lamaran yang dikenal dengan nama sebambangan yang masih
dilakukan sampai pada saat ini.”

Sebelum membahas lebih jauh, maka perlu diketahui
terlebih dulu beberapa kedudukan perkawinan adat Lampung
pepadun yang paling tinggi sampai yang terendah:

a. Ibal serbow, merupakan menikah dengan upacara adat besar
naik tahta adat (cakak pepadun). Setelah menikahi mulie

(gadis) berkedudukan sebagai permaisuri, bertugas dan

"0 Hilman Hadikusuma, Pengantar llmu Hukum Adat Indonesia,Edisi Revisi Cet ke
I11, (Bandung: Mandar Maju, 2014), h. 176.
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berperanan  mendampingi  kedudukan kepunyimbangan
bumi/marga suami.Perlengkapan pakaian adat. Perkawinannya
lengkap memakai siger (mahkota kuning emas) tarub (berdaun
kembar), dengan memakai baju dan payung berwarna putih.
Berkedudukan adat dalam pembayaran uang jujur minimal 24
rial (1 rial sama dengan Rp.3.855,- kurs 23 Mei 2019). Jika
suami kawin lagi mendapatkan gadis bangsawan yang sejajar
dengan kedudukan isteri ratu, maka isteri tersebut itu menjadi
isteri jajar (sejajar) dengan isteri ratu, sama hak dan tugas

perananya dalam adat.

. Bumbang ajei (dilepas dengan upacara adat oleh orang tuanya

dan diterima dengan pesta adat di tempat suaminya).
Kedudukan adat pribadinya dalam pembayarannya uang jujur
sebesar 12 rial.

Itar Padang (dilepas orang tuanya dengan terang terangan di
saksikan anggota anggota kerabatnya). Nilai uang jujur pribadi
adatnya ialah minimal 6 rial.

Itar Selep (dilepas berjalan malam tanpa penerangan lampu)
yaitu bila si gadis diambil dari rumah orang tuanya secara
diamdiam tanpa pengetahuan para tetangga di malam hari.
Segala sesuatunya dilakukan oleh keluarga dalam jumlah
terbatas.Nilainilai adat dapat dikatakan tidak ada, cukup
berdasarkan perundingan antara orang tua kedua pihak
saja.Setelah tiba di tempat pria, pihak pria boleh saja
mengadakan pesta adat besar menurut persetujuan pemuka
adat setempat. Ketika gadis diambil, ia berpakaian sederhana
saja, tidak dengan iringan yang ramai, bahkan tanpa

penerangan, sehingga keesokan hari para tetangga mempelai
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pria terkejut bahwa mempelai wanita sudah berada di rumah

mempelai laki-laki.

e. Sebambangan merupakan perkawinan, yang mana sang
meghanai membawa terlebih dahulu si mulei sebelum adanya
akad nikah. Dalam larian keluarga pihak gadis tidak
mengetahui atau tidak dibicarakan terlebih dahulu. latar
belakang terjadinya sebambangan dikarenakan syarat - syarat
pembayaran untuk upacara perkawinan yang diminta pihak
gadis tidak dapat dipenuhi pihak bujang atau gadis tersebut
tidak diizinkan orangtuanya untuk menikah. Adapun prosesi-
prosesi dalam peyelesaian yang harus di lewati dalam adat
sebambang Lampung Pepadun adalah:"

1) Sebambangan yaitu seorang pria membawa wanita yang
disukainya tersebut ke rumahnya atau ke rumah saudara-
saudaranya seperti paman, bibi yang masih ada hubungan
darah, dan meningalkan sigeh atau tengepik (uang
peninggalan).

2) Pengunduran senjato/ngatak salah adalah penyerahan
sebuah badik yang terbungkus kain putih bertujuan untuk
meredam amarah atau emosi pihak perempuan karna anak
perempuannya sudah dibawa kabur oleh pihak laki-laki.

3) Bawasan yaitu pihak lak-laki mengirimkan 2 orang dari
pihak laki-laki ke pihak perempuan untuk berunding
menanyakan persoalan sudah bisakah melaksanakan acara

pegadou salah/ salah karo salah.

™ Hilman Hadikusuma, Pengantar llmu Hukum Adat Indonesia, h. 177.
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4) Ngatak dau ialah pengiriman bahan bahan masakan ke
rumah pengantin wanita untuk acara pegadousalah/salah
karo salah dan nyubuk nyabai.

5) Pegadou salah /salah karo salah ialah musyawarah antara
tokoh-tokoh adat dan kedua belah pihak untuk menemukan
titik temu atau kesepakatan antara kedua belah pihak
dalam menentukan penyelesaian salah karo salah.

6) Cakak Mengian/Nyoubuk-Nyabai ialah prosesi pengenalan
pengantin laki-laki kepada keluarga pihak perempuan serta
pertemua antar besan laki-laki dengan besan perempuan
sekaligus memenuhi permintaan pihak perempuan.

7) Sujud ialah prosesi keluarga pengantin laki-laki beserta
keluarga pengantin perempuan bertemu kembali untuk
mencari atau menentukan waktu akan di laksanakan nya
akat nikah.

8) Sesan ialah pemberian dari pihak keluarga pengantin
perempuan sebagai tanda begitu sayangnya pihak keluarga
perempuan terhadap pengantin perempuan biasanya
berbentuk barang-barang rumah tangga (perlengkapan
rumah) dan dibawa pada hari pernikahan kerumah pihak
laki-laki.

7. Lampung Pepadun Abung Siwo Mego
Abung Siwo Mego merupakan salah satu dari empat marga
Lampung Pepadun. Abung Siwo Mego yang memiliki arti abung
sembilan marga adalah marga terbesar dalam hal kuantitas marga
atau buay (kampung) nya. Kesembilan marga tersebut tersebar
menyebar di wilayah provinsi Lampung yang membentuk buay-

buay diwilayah Jurai Lampung, Sebagaimana yang dituliskan oleh
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salah satu tokoh muda Lampung yang peduli dengan adat istiadat
Lampung, nama-nama kampung atau buay yang masuk dalam
adat Pepadun Abung Siwo Migo adalah sebagai berikut:"?
a. Marga Nunyai
Nama-nama kampung yang masuk dalam wilayah adat
Marga Nunyai ada 19 buay, yakni ; Kota Alam, Blambangan,
Bumi Abung Marga, Surakarta, Bandar Abung, Mulang Maya,
Gedung Nyapah, Pungguk Lama, Penagan Ratu, Negeri
Kegelungan, Labuhan Dalem, Banjar Abung, Kotabumi llir,
Kotabumi Tengah, Kotabumi Udik, Bumi Nabung Way
Abung, Bumi Nabung Way Seputih,Bumi Nabung Cappang,
dan buay Cahaya Negeri.
b. Marga Unyi
Nama-nama kampung yang masuk dalam wilayah adat
Marga Unyi ada 10 buay, yakni : Gunung Sugih Way Seputih,
Gunung Sugih Baru, Surobayo Ilir, Surobayo Udik, Buyut llir,
Buyut Udik, Rantau Jaya, Kampung Teluk Dalem Way
Seputih, Rantau Jaya, dan buay Sukadana.
c. Marga Nuban
Nama-nama kampung yang masuk dalam wilayah adat
Marga Nuban ada 7 buay, yakni : Bumi Jawo, Bumi Tinggi,
Bumi Ratu, Gunung Tigo, Lihan, Gedung Dalem, dan buay
Suraja Nuban.
d. Marga Subing
Nama-nama kampung yang masuk dalam wilayah adat

Marga Subing ada 18 buay, yakni : Terbanggi Besar,

"2 Erizal Barnawi, Talo Balak Dalam Upacara Adat Begawei Mupadun Mewaghei
Bumei. Kota Alam Lampung Utara, h. 70.
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Terbanggi lir, Terbanggi Labuhan, Terbanggi Marga,
Terbanggi Agung, Terbanggi Subing, Kampung MetaramTua,
Metara Ilir, Metaram Baru, Metaram Marga, LemBuay
Bandar, Rajo Baso Batang Hari, Rajo Baso Lamo, Kampung
Rajo Baso Baru, Kampung Labuhan Ratu Megeraw, Kampung
Jepara Panet, Kampung Indra Subing dan buay Semangka
Kota Agung.
Marga Kunang

Nama-nama kampung yang masuk dalam wilayah adat
Marga Kunang ada 6 buay, yakni :Aji Kagungan, Pager,
Tanjung Kemalo, Negaro Ratu Natar, Negaro Ratu Masgar
dan buay Labuhan Ratu Tanjung Karang.
Marga Anak Tuho

Nama-nama kampung yang masuk dalam wilayah adat
Marga Anak Tuho ada 9 buay, yakni : Padang Ratu, Haduyang
Ratu, Kuripan, Tanjung Harapan, Kampung Negaro Bumi
Udik, Negaro Aji Tuho, Negaro Bumi Ilir, Bumi Aji, dan buay
Aji Pemanggilan.
Marga Selagai

Nama-nama kampung yang masuk dalam wilayah adat
Marga Selagai ada 9 buay, yakni : Pekurun, Negeri Agung,
Tanjung Ratu Selagai, Gedung Nyapah Selagai, Negeri Katun,
Gedung Wani, Nyappir dan buay Gedung Gematti.
Marga Nyerupa

Nama-nama kampung yang masuk dalam wilayah adat
Marga Nyerupa ada 3 buay yakni: Komering Putih, Komering
Agung,dan Fajar Bulan.
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I. Marga Beliuk
Nama-nama kampung yang masuk dalam wilayah adat Marga
Beliuk yakni : Bandar Putih, Tanjung Ratu, Gedung Ratu,
Negeri Nabun, Negeri Nabun, Negeri Jematen, dan buay
Negeri Tua.”

C. Maslahah Mursalah
1. Pengertian Magslakah Mursalah

Menurut bahasa, kata maslakah berasal dari Bahasa Arab
dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata
maslakah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang
membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.” Menurut bahasa
aslinya kata magslakah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahan,
Wa #lay | =la artinya sesuatu yang baik, patut, dan
bermanfaat.” Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak
terikat dengan dalil agama (al-Qur’an dan al-Hadits) yang
membolehkan atau yang melarangnya.”’®

Menurut Abdul Wahab Khallaf, maslakzah mursalah adalah
maslakah dimana syari’ tidak mensyari’atkan hukum untuk
mewujudkan maslakah, juga tidak terdapat dalil yang
menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.’’

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi

maslakah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan

"3 Erizal Barnawi, Talo Balak Dalam Upacara Adat Begawei Mupadun Mewaghei
Bumei. Kota Alam Lampung Utara, h. 71.

™ Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, (Semarang: Bulan
Bintang, 1955), h. 43

® Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan
Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973), h. 219

’® Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, h. 43.

" Abdullah Wahab Khallaf, 1lmu Ushulul Figh, terj. Noer Iskandar al-Bansany,
Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123.
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dengan tujuan-tujuan syari’ (dalam mensyari’atkan hukum Islam)
dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang
diakuinya atau tidaknya.”®
Dengan definisi tentang magslakzah mursalah di atas, jika
dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat
dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar,
yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak
disebutkan dalam Al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan
pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia
yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari
kerusakan.
2. Landasan Hukum Maslakah Mursalah
Sumber asal dari metode maslahah mursalah adalah
diambil dari Al-Qur’an maupun al-Sunnah yang banyak
jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:
a. Al-Qur’an Surat Yunus Ayat 57-58
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“(57) Hai manusia, sesungguhnya telah datang
kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi
penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk
serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. (58)
Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya,
hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan
rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka
kumpulkan™” (QS. Yunus [10]: 57-58)

® Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Figh, terj. Saefullah Ma’shum, et al., Ushul
Figih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 424.
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b. AI-Qur’an Surat Al-Baqérah ayat 220
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“tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya
kepadamu tentang anak yatim, katakalah: *Mengurus urusan
mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul
dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah
mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang
mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki,
niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu.
Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
(QS. Al-Bagarah [2]: 220).

3. Kedudukan Maslakah Mursalah

Maslakah mursalah yang merupakan salah satu metode
istinbath hukum Islam yang menggunakan pendekatan magasid
asy-syari’ah, mestinya dapat diterima oleh umat Islam sebagai
dasar dalam menetapkan hukum Islam. Tetapi, masih ada sebagian
umat Islam yang tidak menerima maslakah mursalah sebagai
hujjah, sebagai dasar penetapan hukum Islam.”

Adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama’ mengenai
pengunaan maslakah mursalah sebagai metode ijtihad adalah
karena tidak ada dalil yang khusus yang menyatakan diterimanya
maslahah itu oleh syara’ baik secara langsung maupun tidak
langsung, karena pengunaan maslakah dikalangan ulama

® Imam Mustofa, ljtidah Konteporer Menuju Figih Kontekstual, (Jakarta: PT Raja
Granfindo Persada, 2013), h. 23.



disebabkan adanya dukungan syar’i. Meskipun secara tidak
langsung. Digunakan masalah itu bukan karna semata ia adalah
maslakah, tetapi karena adanya dalil syra’ yang mendukungnya.®
Selain itu, ulama dan penulis figih pun berbeda pendapat
dalam menukilkan pendapat imam Maliki beserta penganut
mazhab Maliki adalah kelompok yang secara jelas mengunakan
maslakzah mursalah sebagai metode ijtihad. Selain digunakan oleh
mazhab ini, maslakah mursalah juga digunakan oleh kalangan
ulama non-Maliki sebagimana yang dituturkan di atas.*® Tidak
dapat disangkal bahwa di kalangan mazhab ushul memang terdapat
perbedaan pendapat tentang kedudukan maslakah mursalah dalam
hukum Islam baik yang menerima maupun yang menolak.
Kalangan ulama Malikiyyah dan wulama Hanabilah
berpendapat bahwa maslakah mursalah merupakan hujjah
Syari’iyyah dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen yang
dikemukakan oleh mereka, di antaranya.®
a. Ada perintah QS. Al-Nisa’ ayat 59. Agar membatalkan
persoalan yang diperselisihkan kepada al-Qur’an dan sunnah,
dengan wajg al-istidlal bahwa perselisihan itu terjadi karena ia
merupakan masalah baru yang tidak dikemukakan dalilnya di
dalam al-Qur’an dan sunnah. Untuk memecahkan maslakah
semacam itu, selain dapat ditempuh lewat metode giyas, tentu
juga dapat ditempuh lewat medote lain seperti istislah. Sebab,
dengan demikian ayat tersebut secata tak langsung juga
memerintahkan mujtahid untuk mengembalikan persoalan baru

yang dihadapi kepada al-Qur’an dan Sunnah dengan mengacu

8 Khutbudin Abaik, Metodologi Pembaharuan Hukum Islam, h. 204
8 Amair Syarifuddin, Ushul Figih, Jilid 2, h. 336.
8 Asmawi, Perbandingan Ushul Figih, (Jakarta: Amzah, 2011), h.130-132
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kepada prinsip maslakah yang selalu di tegakkan oleh al-
Qura’an dan sunah. Cara ini dapat ditempuh melalui metode
istislah, yakni menjadikan maslakah mursalah sebagian dasar

pertimbangan penetapan hukum Islam.

. Hadis Mu’adz bin Jabal. Dalam hadis itu, Rasulullah Saw

membenarkan dan memberi restu kepada Mu’adz untuk
melakukan ijtihad apabila maslakah yang perlu diputuskan
hukumnya tidak terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah, dengan
Wajh al-Istidlal bahwa dalam berijtihad banyak metode yang
bisa dipergunakan. Di antaranya, dengan metode giyas, apabila
kasus yang dihadapi ada percontohannya yang hukumnya telah
ditegaskan oleh nash syra’ lantaran ada illah yang
mempertemukan. Dalam kondisi kasus itu tidak ada
percontohannya yang hukumnya sudah ditegaskan oleh al-
Qur’an atau Sunnah, tentu ijtihad tidak dapat dilakukan melalui
giyas. Dalam kondisi demekian, restu Rasulullah kepada
Mu’adz untuk melakukan ijtihad juga sebagai restu bagi
kebolehan mujtahid mempergunakan metode istislah dalam
berijtihad.

. Tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah untuk
mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan
manusia akan selalu berubah dan bertambah sesuai dengan
kemajuan zaman. Dalam kondisi semacam ini, akan banyak
timbul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan oleh al-
Qur’an dan Sunnah. Kalaulah pemecahan masalah baru itu
hanya ditempuh melalui metode giyas maka terjadi banyak
maslah baru yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam.

Hal ini menjadi persoalan yang serius dalam hukum Islam akan
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tinggalan zaman. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat ditempuh
lewat metode ijtihad yang lain, di antaranya adalah maslahah.

d. Pada zaman sahabat banyak mucul masalah baru yang belum
pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Untuk mengatasi hal ini,
sahabat banyak melakukan ijtihad berdasarkan maslakah
mursalah. Cara dan tindakan semacam ini sudah menjadi
konsensus para sahabat.

Dalam mazhab Maliki secara tegas membolehkan
pemakaian maslahat sehingga menurut mereka tidak mungkin
terjadi pertentangan antara nash dan kemaslahatan manusia.
dengan di tetapkannya norma-norma syari’at, maka dengan
sendirinya maslahat itu telah menjadi dalil merekah beralasan:®®
a. Semua hukum vyang telah ditetapkan tuhan mengandung

maslahat bagi hamba-Nya. Misalnya dalam Firman Allah
mengenai keharusan berwudlu (QS. Al-Maidah ayat 6)
mengenai kewajiban menegakkan shalat (QS. Al-Ankabut ayat
45) tentang memakan bangkai bagi orang yang terpaksa karna
kelaparan (QS. Al-Maidah ayat 3) dan tentang kerasulan Nabi
Muhammad menjadi rahmat bagi seluruh alam (QS. Al-
Anbiya’ ayat 107) dan lain-lain yang mengandung maslahat
bagi umat manusia.

b. Kehidupan ini terus mengalami perubahan yang menunjukan
dan perbaikan, dan tidak mungkin kita membendungnya. Kalau
Kita hanya terpaku pada zaman turunnya wahyu saja, tentu kita
berhenti dalam lingkungan yang amat sempit, maka terpisahlah
antara mereka yang berfikir statis dengan mereka yang berfikir
dinamis sebagai pembuka jalan guna mencapai keadaan yang

8 Tarmizi, Istinbath Hukum, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro), h. 57-58.
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lebih baik dan lebih maslahat dengan tetap berpegang kepada
kaidah yang prinsip (al-Qur’an dan sunah). Tidak boleh kita
terpaku dan jumud dengan masa yang silam saja. Disini letak
kunggulan syari’at ini yang dapat mengatasi dan menjawab
tantangan zaman dan tempat.

c. Para ulama salaf (sahabat) begitu juga para ulama mazhab telah
mengunakan maslahat dalam menetapkan hukum tanpa
mempergunakan giyas, sebagai contoh yang telah disebutkan.

Mazhab Hanbali menerima maslahat sebagai dasar
pemikiran figihnya yang kesepuluh dasi dasar-dasar pembinaan
figihnya. Lima pertama sebagai dasar usuliyyah, yaitu; (1) nusus
yang terdiri dari al-Qur’an, sunnah, dan ijma, (2) fatwa-fatwa
sahabat, (3) apabila terjadi perbedaan, imam Ahmad memilih yang
paling dekat pada al-Qur’an an sunnah, dan apabila tidak jelas dia
hanya menceritakan ikhtilaf itu, dan tidak menentukan sikapnya
secara khusus, (4) hadis-hadis mursal dan da’if (5) giyas. Setelah
digunakan lima besar usuliyyah ini, baru digunakan lima besar
perkembangan pemikiran figihnya, yaitu: (6) istihsan, (7) sadd az-
zara’i (8) ibtal al-jal dan (10) maslakah mursalah.

Salah satu pengunaan maslakah mursalah sebagai dasar
pengembangan figihnya terlihat dalam kasus yang diselesaikannya
tentang hukum bagi peminum minuman keras pada siang hari
bulan puasa dijatuhi hukuman lebih berat dari biasa. Ini
dimaksudkan agar maslahat yang diperboleh lebih maksimal, yaitu
supaya dia tidak menganggap enteng larangan minuman keras itu,
tidak hanya dibulan ramadhan bahkan juga di bulan lainnya.

Kalangan umala Syafi’iyyah dan ulama Hanafiyyah

berpendapat bahwa maslahah mursalah tidak dapat dijadikan
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hujjah Syar’iyyah dan dalil hukum Islam. Ada beberapa argumen

yang dikemukakan oleh mereka. Di antaranya:®*

a.

Maslakah ada yang dibenarkan oleh syara’ hukum Islam. Ada
yang ditolak dan ada pula yang diperselisinkan atau tidak di
tolak dan tidak pula dibenarkan. maslakah mursalah
merupakan kategori maslakah yang di perselisihkan.
Penyikapan maslakah mursalah sebagai hujjah berarti
mendasarkan penetapan hukum Islam terhadap sesuatu yang
meragukan dan mengambil suatu di antara dua kemungkinan
(kebolehan jadian) tanpa disertai dalil yang mendukung.

Sikap menjadikan maslakah mursalah sebagai hujjah menodai
kesucian hukum Islam dengan memperturutkan hawa nafsu
dengan dalil maslakah. Dengan cara ini akan banyak
penetapan hukum Islam yang didasarkan atas kepentingan
hawa nafsu. Sebab, duniah terus bertambah maju dan seiring
dengan itu akan muncul hal-hal bau yang akan dipandang
nafsu adalah maslakah, padahal menurut syara’ membawa
mafsadah. Penetapan hukum Islam berdasarkan maslakah
adalah penetapan hukum Islam berdasarkan hawa nafsu. Hal
ini jelas tidak dapat dibenarkan.

Hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Menjadikan
maslakah mursalah sebagai hujjah dalam penetapan hukum
Islam, berarti secara tak langsung tidak mengakui kelengkapan
dan kesempuranaan hukum Islam itu. Artinya, hukum Islam
itu belum lengkap dan sempurna, masih ada yang kurang.
Demikian juga memang maslakah mursalah sebagi hujjah
akan membawa dampak bagi terjadinya perbedaan hukum

8 Asmawi, Perbandingan Ushul Figih, h. 132-134
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Islam desebabkan perbedaan kondisi dan situasi. Hal ini
menafikan universalitas, keluasan, dan keluesan hukum Islam

Dalam mazhab Syafi’i tidak menerima maslahat sebagai
istinbat hukum. Penolakanya ini berpangkal dari penolakan mereka
terhadap istihsan. Menurut Imam Syafi’i, istihsan titik awal dari
bagi maslahat tanpa alasan dari agama. Beliau mengatkan,
berfatwa dengan istihsan berarti menuduh Allah mengabaikan
kemaslahatan hamba-Nya dalam menentukan hukum. Karena itu
beliau tidak memakai pertimbangan maslahat dalam ber-istihsan,
demikian penilaian para fugaha pada umumnya tentang sikap
imam Syafi’i terhadapa maslahat.

Alasan Imam Syafi’i bahwa ketetapan syria’at telah cukup,
baik ketetapan itu berupa nash maupun ketetapan hukum lainya
seperti ijma’ dan giyas sehingga menurut belaiu apabila ditemukan
pertentangan antara istislah dan nash maka ditoklah pemakaian
istislah sekalipun nash itu tidak gaz’i.%

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam
mazhab Syafi’i, terdapat dua pendapat tentang maslakah mursalah
sebagi dalil hukum Islam. Pertama; pandangan imam Syafi’i yang
menyatakan  bahwa maslahat dapat ditrima sepanjang
permasalahan itu tidak diatur dalam nash. Kedua; pandangan yang
dikemukakan imam al-Ghazzali yang menyatakan bahwa maslahat
sebagai dalil hukum Islam dapat ditrima dengan syarat maslahat itu
bersifat mula“imah, tidak terdapat nash tertentu yang mengakuinya
tapi derada dalam tingkatan ad-darurah yang disamakan dengan
sifat al-hajah sedangkan tingkatan at-tahsini tidak dapat dijadikan
sebagai dalil untuk berhujjah sementara maslahat yang berkaitan

& bid, h. 59.
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dengan jiwa, maka maslahat itu harus bersifat daruri, gat’i dan
kulli.

Dalam mazhab Abu Hanifah, maslahat tidak disebut secara
tegas sebagian besar pemikiran figihnya. Ini bukan berarti dia
menentang maslakah sebagai dalil hukum Islam. Akan tetapi
istihsan yang dijadikan sebagai dalil hukum sesudah al-Qur’an,
sunah, ijma, dan giyas itu sebagian dari maslazah mursalah dalam
mazhab Maliki.®® Ini terlihat dari keputusannya tidak
menggunakan istihsan dalam perkara kesaksian orang yang tidak
dikenal.

Berdasarkan penjelasan ini, tampaknya dalam mazhab Abu
Hanifah masih dipergunakan maslahat manakala istihsan tidak
dapat digunakan karena tidak ana nash baik dalam al-Qur’an
maupun hadis masyhur yang mendasarinya.

Menurut  pendapat Najmudin at-Thufi, ia tidak
mengklasifikasikan maslakah kedalam beberapa jenis, seperti
maslakah mu’'tabarah, mulgah, dan maslakah. la menganggap
semua dalil maslahat adalah sama. Maslahat merupakan dalil yang
kuat, independen, dan otoritatif.®’

Lebih jauh pendapat itu mengandung implikasi bahwa jika
terjadi pertentangan antara maslahah dengan nas gat’i sekalipun
atau ijma, maka seorang ulama harus maslazah madhul hadis
tersebut maslakah atau daf’u ad-darar. Maka maslahah dapat men-
takhsis atau men-tabyin pengertian yang terdapat dalam al-Qur’an,

hadis, maupun ijma’. Pemahaman At-Thufi ini menurut Mustafa

% 1bid, h. 57.
8 Ahmad Al Raysuni, Muhammad Jamal Barut, ljtihad, diterjemh oleh Ibnu

Rusydi, Hayyin Muhdzar, dari judul asli Al-ljtihad: Al-Nas, Al-Wagi’i, Al-Maslahah,
(Damakus Suriah: Erlanga, 2000), h. 131
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Zaid adalah menafsirkan al-Qur’an dengan hadis. Tujuan syari’at
menurut at-Thufi adalah maslakah, maka segala bentuk maslazah
karena merupakan Magasid Asy-Syri‘ah, baik memperoleh
legitimasi teks syari’ah maupun tidak harus diwujudkan. Hal inilah
yang membedakan dengan ulama pada umumnya.

Berdasarkan uraian di atas bahwa sikap ulama mengenai
pengunaan maslakah mursalah dalam berijtihad terbagi menjadi
dua kelompok. Pertama, kelompok yang menerima kemungkinan
melakukan ijtihad dengan mengunakan maslakah mursalah
sedangkan kelompok kedua yang menolak pengunaan masla/zah
mursalah.

Sedangkan untuk mengetahui kedudukan maslakah
murasalah dalam pandangan ulama, tampaknya memang harus
dikaitkan dengan analisis maqgasid asy-syari’ah. Analisis terhadap
kaitan antara maslakah mursalah dan magasid asy-syari’ah dapat
melahirkan dua dampak positif, pertama: dapat menampakkan titik
temu perbedaan pendapat antara ulama yang menggunakan
maslakah mursalah. Kedua: analisis keterkaitan ini dapat
menunjukan bahwa betapa pentingnya maqgasid asy-syari ‘ah dalam
rangka penajaman analisis metode maslazah mursalah sebagai
corak penalaran istislah untuk memecahkan permasalahan-
permasalahan hukum Islam.®®

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pada dasarnya
maslakah mursalah adalah pengamalan dari makna nash yang
ijmali dan tujuan global syariat. Dengan kata lain, maslakah

mursalah tidak pernah terpisah dari kandungan nas sama sekali.

8 Ahmad Hafidh, Meretas Nalar Syar ‘ah, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 175.
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4. Syarat-Syarat Maslakah Mursalah

a.

Syarat maslakah mursalah ialah:
Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada
dalam ketentuan syari’ yang sesuai ushul dan furu’ tidak
bertentangan dengan nash.
Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan aplikasikan dalm
bidang-bidang sosial (mu’amalah) dimana dalam bidang
tersebut menerima rasionalitas dibandingkan dengan bidang
ibadah, karena mu’amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
Hasil maslakah adalah pemeliharaan terhadap aspek
Daruriyyah, hajiyyah, dan Tahsiniyyah. Metode maslakah
adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam
berbagai aspek kehidupan, dan masalah sosial kemasyarakatan.
Kemaslahatan harus masuk akal, sehingga ketika disampaikan
kepada akal, akal dapat kemasyakaratan.
Kemaslahatan harus secara keseluruhan nsejalan dengan tujuan
syara’. Menurut Abdul Wahab Khallaf syarat maslakah
mursalah:®®
1) Maslakhah bersifat secara hagiqgi bukan dugaan, berdasarkan
penelitian, kebenaran, menolak kerusakan.
2) Maslakah bersifat umum, bukan kepentingan pribadi.
3) Tidak bertetangan dengan Al-Qur’an dan Hadist serta Ijma
Ulama.
Menurut Al-Ghozali syarat maslazah mursalah:

Maslazah mursalah sesuai dengan ketentuan syara’

b. Maslakah mursalah tidak bertetangan Al-Qur’an dan Hadist.

8 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Figh, terj. Saefullah Ma’shum, et al., Ushul
Figih, h. 324.
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c. Maslakah mursalah ialah suatu kebutuhan demi kepentingan
umum,.

Untuk menjaga kemurnian metode maslakzah mursalah
sebagai andasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua
dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan
apa yang terkandung dalam nash (al- Qur’an dan al-Hadits) baik
secara  tekstual atau  kontekstual. Sisi  kedua  harus
mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu

berkembang sesuai zamannya.

D. Teori Receptio A Contrario

Teori Receptio A Contrario adalah kebalikan dari teori resepsi.
Teori ini oleh Hazairin dan Sayuti Thalib sebagai pematah teori
receptie. Dikatakan sebagai pematah, karena teori ini menyatakan
pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan teori receptie
Christian Hurgronje. Pada teori ini justru hukum adat-lah yang berada
di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam,
sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh
hukum Islam. Sayuti Thalib menyatakan bahwa dalam hukum
perkawinan dan kewarisan bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hal
ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya,
yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi
orang Islam Manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Dengan demikian jelaslah bahwa teori Receptio A Contrario
merupakan kebalikan dari teori Receprie.*

Teori receptio a contrario ini umumnya ditemukan dalam

hubungan antara hukum agama dan hukum adat. Kemunculan receptio

% sayuti Thalib, Receptio A Contrario, (Jakarta : Bina Aksara, 1980), h. 65.
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a contrarioini diprakarsai oleh kemunculan teori receptio in
complexu yang digagas Van Den Berg, pakar hukum asal belanda.
Pada intinya, teori receptio in complexu menyatakan bahwa hukum
agama (Islam) diterima secara keseluruhan oleh masyarakat yang
memeluk agama tersebut. Jika diartikan, teori ini menganggap hukum
adat mengikuti hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat adat itu.

Kemudian, hadirnya receptio in complexu dibantah oleh Snouck
Hurgronje dan C. Van Vollenhoven melalui teori receptie-nya. Teori
receptie menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan
sepanjang tidak bertentangan atau telah diterima keberlakuannya oleh
hukum adat. Artinya, hukum Islam mengikuti hukum adat masyarakat
sekitar.

Teori Hurgronje tersebut dibantah oleh Hazairin, pakar hukum
adat asal Indonesia, dengan teori receptio exit. Teori inilah yang
kemudian dikembangan oleh Sayuti Thalib menjadi teori receptio a
contrario. Jika diartikan, teori receptio a contrario adalah teori yang
menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum agama, yang
berarti hukum adat hanya berlaku kalau tidak bertentangan dengan
hukum agama.

Menurut M. Yahya Harahap teori atau ajaran penetrasi
persentuhan hukum Islam dan adat secara receptio contrario, banyak
sekali penganutnya di kalangan penulis-penulis hukum.®* Sebagaimana
pernah dijelaskan oleh Hamkayang dikutip oleh Yahya Harahap inti
pokok yang terkandung dalam ajaran teori receptio a contrario antara

lain:

8 M. Yahya Harahap dalam Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam

Hukum Adat , 62.
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1. Telah berkembang suatu garis hukum hampir di seluruh kepulauan
nusantara.

2. Garis hukum itu hukum adat hanya dapat berlaku dan dilaksanakan
dalam kehidupan pergaulan masyarakat jika hukum adat itu tidak
bertentangan dengan hukum Islam.

Yahya Harahap menjelaskan jika teori resepsio mengatakan
bahwa hukum Islam baru dapat dilaksanakan sebagai norma hukum
apabila hukum adat telah menerimanya sebagai hukum, maka
teori receptio a contrarioadalah kebalikannya.

Menurut ajaran receptio a contrario, hukum adat yang
menyesuaikan diri ke dalam hukum Islam. Hukum adat yang
diterapkan dalam kehidupan masyarakat adalah norma hukum adat
yang sesuai dengan jiwa hukum Islam. Jika norma hukum adat
tersebut tidak sejalan dengan jiwa dan semangat hukum Islam, maka
hukum adat tersebut harus dijauhkan dari kehidupan pergaulan lalu

lintas masyarakat.*

E. Indikator Keluarga Sakinah

Dalam pernikahan semestinya mampu memberikan rasa nyaman
dan bahagia secara fisik dan mental bagi anggota keluarganya, namun
dalam kenyataan yang terjadi tidak selalu berjalan sesuai harapan.
Kehidupan keluarga yang harmonis menjadi impian setiap pasangan
yang telah menikah namun tidak sedikit dari pasangan tidak mampu
mewujudkan impian tersebut. Untuk mewujudkan keluarga yang
sakinah menurut konseling, pasangan harus memahami beberapa hal

berikut:*

% 1bid, h. 63.
% |smiati, Psikologi Konseling, Cet Ke 1, (Banda Aceh: Dakwah Ar-Raniry Press,
2013), h. 101.
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1. Memahami hakikat, tujuan, dan syarat-syarat dari pernikahan
bersadarkan hukum agama, negara dan adat istiadat.

2. Memahami kesiapan dalam menjalani pernikahan.

3. Memahani hakikat, tujuan, dan cara-cara membina keluarga yang
harmonis.

4. Memahami pelaksanaan dalam membina keluarga harmonis
menurut ajaran agama.

5. Dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam
pernikahan dan rumah tangga.

6. Mampu memelihara keharmonisan yang terjalin dalam keluarga.

Adapun pendapat lainnya mengenai kriteria keluarga harmonis
yaitu:**

1. Anggota keluarga saling menghargai secara emosional bahwa
dinamika keluarga saling terkait satu sama lain.

2. Anggota keluarga menyadari tentang fakta bahwa jika salah satu
anggota keluarga bermasalah maka akan mempengaruhi persepsi,
harapan dan interaksi anggota keluarga lainnya.

3. Adanya keseimbangan dalam keluarga yang membantu
perkembangan anggota keluarga lainnya.

4. Mengembangkan reward secara penuh sebagai pengaruh dari
hubungan parental.

5. Meningkatkan toleransi antara anggota keluarga terhadap
kelebihan-kelebihan anggota keluarga lainnya.

6. Toleransi antar anggota keluarga yang mengalami kecewa, rasa

sedih dan konflik karena sistem keluarga atau di luar sistem

keluarga.

* Sofyan S. Willis, Konseling Keluarga, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 89.



73

7. Mendukung pengembangan potensi-potensi dan motif dari setiap
anggota keluarga.

8. Persepsi diri orang tua yang realistis dan sesuai dengan anggota
keluarga lainnya.

Islam telah mengatur pernikahan secara kompleks di dalam al-
Qur’an dan hadist yang berisi tentang keharmonisan rumah tangga
untuk dijadikan pilar dalam mewujudkan keluarga yang ideal.
Kesadaran peran dan fungsi serta menerima keadaan dan keberadaan
menjadi pondasi yang kokoh dalam menjalankan rumah tangga.*
Terdapat empat pilar yang melandasi jalannya pernikahan yang kokoh,
diantaranya.®®
1. Pernikahan ialah berpasangan (zawaj). Pasangan suami istri harus

saling melengkapi, saling menopang dan saling bekerja sama.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Bagarah ayat 187:
s ~ 5 )ﬁ-)v.x}/ ) - e Ar T 8
@ 5 pEEE S e Sl 1 ES LD AT S o

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur
dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan
kamupun adalah pakaian bagi mereka”....(QS. Al-Bagarah [2]:
187)

2. Suami dan istri sama-sama meyakini bahwa pernikahan adalah
janji kuat (miitsagan ghalizhan).Sebagaimana firman Allah dalam

surat an-Nisa ayat 21:

% Noffiyanti, “Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga Dengan Menggunakan
Konseling Keluarga” Al-Ittizan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol 3 No. 1
(Agustus-Desember, 2020), UIN Raden Intan Lampung, h. 8.

% Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Pondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri
Calon Pengantin, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), h. 10.
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“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal
sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain
sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah
mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS. An-Nisa [4]:
21)

3. Suami dan istri saling berbuat baik (mu asyarah bil ma ruf) satu
sama lain memperlakukan secara bermartabat. Seorang suami
harus berpikir, berupaya dan melakukan segala hal yang terbaik
untuk istri. Begitupun sang istri harus berbuat hal yang sama
kepada suaminya. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-
Nisa ayat 19:

Ayl u;;u s 51 S8 34 ¥ 13 gl

s07%
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“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu
mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu
menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian
dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila
mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah
dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai
mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai
sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang
banyak. ” (QS. An-Nisa [4]: 19).



75

4. Perkawinan mesti dikelola dengan musyawarah. Musyawarah
adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan,
menghormatipandangan pasangan dan mengambil keputusan yang
terbaik. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al- Bagarah ayat
23:

32315 AMU,";,:;:\,,\JLM& s “_,,Mrwso
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“Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran
yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah
satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-
penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.”
(QS. Al-Bagarah [2]: 23)

Empat pilar tersebut dapat menguatkan ikatan pernikahan dan
memperdalam kasih sayang yang akan bermuara pada terwujudnya

rumah tangga harmonis (sakinah mawaddah wa rahmah).






127

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’an dan Hadis

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin
Bardizhah al-Ju'fi al-Bukhar, Shahih al-Bukhari, Bairut: Dar al-
Qolam, 2007.

Abu Daud Sulaiman, Sunan Abu Dawud, juz Il Beirut: al-Maktabah al-
Asriyyah, t.t.

Abu Mansur, Lisan el-Arab, Kairo: Daar el-Hadis, 2003.

Departemen Agama RI, al Qur’an dan Terjemah, Semarang: CV.Toha
Putra, 1989.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I'lam al-Muwaqqi’in ‘an Rab al-‘Alamin, Juz
I11 Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Buku
A. Muri Yusuf, Metodologi Penelitian, Padang: FIP IKIP Padang, 1987.

Abbas Mahmud Akkad, At-Tafkir Faridah Islamiyah, Kairo: Nahdhah
Masri.t.th.

Abdu ar-Rahman al-Jaziri, al-Figh ala Mazahib al-4rba’ah, juz IV Kairo:
Dar al-Hadis| al- Qahiroh, t.t..

Abdullah Wahab Khallaf, 1lmu Ushulul Figh, terj. Noer Iskandar al-
Bansany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2002.

Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra
Aditya Bhakti, 2004.

Abdul Syani, Sosiologi Dan Perubahan Masyarakat, Lampung: Pustaka
Jaya, 1995.

Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Cetakan
Pertama, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.



128

Abdur Rahman 1. Doi, Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan
Jakarta: Srigunting, 1996.

Abdurrahman al-Jaziri, al-Figh ala Mazahib al-4rba’ah, Beirut, Dar al-
Fikri, 2000.

Abi al-Fadl Jalaluddin, Abd ar-Rahman al- Suyuty, Al-Asybab wa an-
Nazair, cet.ll Beirut: Dar al Fikr, 1992.

Ahmad Al Raysuni, Muhammad Jamal Barut, Ijtihad, diterjemh oleh Ibnu
Rusydi, Hayyin Muhdzar, dari judul asli Al-ljtihad: Al-Nas, Al-
Waqi’i, Al-Maslahah, Damakus Suriah: Erlanga, 2000.

Ahmad Anwar, Prinsip Metodologi Research, Yogyakarta: Sumbangsih,
1975.

Ahmad Hafidh, Meretas Nalar Syar ‘ah, Yogyakarta: Teras, 2011.

Ali Ahmad Al-Jurjawi, Indahnya Syariat Islam, Jakarta; Gema Insani,
2006.

Al-Syaukani, Nailul Authar Jakarta: Pustaka Azam, 2018.
Asmawi, Perbandingan Ushul Figih, Jakarta: Amzah, 2011.

Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT, Raja Grafindo,
1997.

Cholid Narbuko, Abu Ahmad, Metodelogi Penelitian Jakarta: Bumi
Aksara, 2007.

Dawam Rahardjo, Islam dan Tranformasi Sosial Ekonomi, Jakarta: Studi
Agama dan Filsafat, 1999.

Dedi Supriyadi, Kata Pengantar Nurol Aen, Guru Besar Hukum Islam
Fakultas Syariah dan Hukum.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kelengkapan Rumah Tangga
Tradisional Lampung, Jakarta: Departemen Pendidikan, 2006.

Erizal Barnawi, Talo Balak Dalam Upacara Adat Begawei Mupadun
Mewaghei Bumei. Kota Alam Lampung Utara, Jogjakarta: PPs
ISI, 2015.



129

Furnival, John Sydenham, Multicultural Society London: Sage, 2006.

H. A. Fuad Said, Perceraian Menurut Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Al-
Husna, 1994.

Hilman Hadikusuma, Pengantar limu Hukum Adat Indonesia, Edisi Revisi
Cet ke 111, Bandung: Mandar Maju, 2014.

Idris Al-Marbawi, Kamus Bahasa Arab Melayu, Surabaya: Hidayah, 2000.
Imam asy-Syafi’i, al-Umm, Beirut: Dar al-Fikri, 2002.

Imam Mustofa, Ijtidah Konteporer Menuju Figih Kontekstual, Jakarta: PT
Raja Granfindo Persada, 2013.

Ishomuddin, Pengantar Sosiologi Agama, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.

Kamal Mukhtar, Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta:
Bulan Bintang, 1993.

Kartini Kartono, Pengantar Metodelogi Reserh Sosial, Bandung: Alumni,
1986.

lyas, Hamim, DKk, Perempuan Tertindas, Yogyakarta, eLSAQ Press,
2005.

M. S. Amir, Adat Budaya Lampung, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya,
2001.

M.Yatimin Abdullah, Studi Islam Kontemporer, Jakarta: Sinar Grafika
Offset, 2006.

Margono S, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta,
2004.

Muhammad ‘Ali al-Sayis, Tafsir Ayat al-Ahkam, Beirut: Dar al-Kutub al-
‘IImiyyabh, t.th.

Muhammad Abu Zahrah, Ahwal Syahkshiyyah, Kairo: Daar el-Fikri, 2005

Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Figh, terj. Saefullah Ma’shum, et al.,
Ushul Figih, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.



130

Muhammad bin Muhammad Abi Hamid al-Gazali, al-Wajiz fi Figh
Mazhab al-Imam al-Syafi i, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Muhammad Igbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian
Aplikasinya, Jakarta: Grafia Indonesia, 2002.

Muhammad Ismail al-Kahlani, Subul al-Salam min Adillat al-Ahkam,
Bairut: Dar al-Fikr, 1979.

Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan
Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur’an, 1973.

Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, Semarang:
Bulan Bintang, 1955.

Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha, al-Figh al-Manhaji ‘ala
Madzhab allmam al-Sydfi i Surabaya: Al-Fithrah, 2000.

Nadiyah Syarif al-Umry, Ijtihad fi al-I1slam, Ushuluhu Ahkamuhu Afatuhu
Cet.l: Beirut: Muasasah ar-Risalah, 2001.

Nasikun, Sistem Sosial Indonesia, Jakarta: Rajawali, 2007.
Raharjo, Sacipto, Hukum dan Perubahan Sosial, Bandung: Alumni, 2002.

Ronny Kuntur, Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis,
Jakarta: PPM, 2004.

Slamet Abidin, Fikih Munakahat 2, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.

Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga; Perspektif Perdata
Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat, Jakarta: Sinar Grafika,
2003.

Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy, Fath al-Mu’in Syarh
Qurrat al-Aini, Semarang: Pustaka Alawiyyah, 1997.

Tatang M. Arifin, Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta: Rajawali, 1986.

Tim MGMP, Sosisologi, Medan: Kurnia, 1999.



131

Wahbah al-Zuhayli, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Damaskus: Dar al-
Fikr, 1989.

Winarto Surakhmad, Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah: Dasar,
Metode, Tehnik, Cetakan Kelima, Bandung: Tarsito, 1994.

Winarto, Memahami Pengolahan Data, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Zain ad-Din bin ‘Abd al-‘Aziz al-Malibari, Fathal-Mu 'in bi Syarh Qurrah
al- ‘Adin, Surabaya: Syirkah Bengkulu Indah, t.th.

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga Jakarta: Grafika,
2011.

Jurnal

Fathu Sururi, “Mak Di Juk Siang Pada Masyarakat Adat Lampung
Pepadun Megou Pak,” Al-Hukama The Indonesian Journal of
Islamic Family Law, Vol. 6 No. 01 (2016): hh. 2,
https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/downloa
d/311/261.

Mustaring, Muh.Sudirman, dan Reykah Mangori, “Pergeseran Nilai dalam
Perkawainan Pada Masyarakat Adat di Lembang Barebatu
Kecamatan Malimbong Balepe Kabupaten Tana Toraja,” Jurnal
Pemikiran: Peneltian Hukum, Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan, Vol. 9 No. 4 (2022):
https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/viewFile/36402/18712.

Nurlizawati “Perceraian Secara Adat (Cerai Dusun)”, Jurnal Socius:
Jornal of Sociology Research and Education, Vol. 4 No. 2
(2017): https://doi.org/10.24036/scs.v4i1.20.

Tomi Adam Gegana, Abdul Qodir Zaelani, “Pandangan Urf Terhadap
Tradisi Mitu Dala Pesta Pernikahan Adat Batak,” Jurnal El-
Izdiwaj, Volume 3 Nomor 1 (Juni 2022): 17,
https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495.

Windo Dicky Irawan, “Sistem Kekerabatan Masyarakat Lampung
Pepadun Berdasarkan Garis Bertalian Darah,” Jurnal Pendidikan
Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah



132

Kotabumi, Edukasi Lingua Sastra, Volume 17 Nomor 2 (2017):
https://jurnal.umko.ac.id/index.php/elsa/article/download/47/29/.

Sumber On-Line

Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Gunung Sugih Lampung Tengah,”
Wikipedia.org, 2023,
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Sugih, Lampung_Tengah.

Tesis

M. Najib Ali, “Mak Dijuk Siang Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Positif” (Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,
2019).

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, “Pengaruh Budaya Patriaki
Terhadap Perceraian” (Kajian pada Pengadilan Agama Kelas |
A Palembang) terbitan Tunggal Mandiri Malang (2014).

Wawancara

Abdul Wahab, (Masyarakat Kecamatan Gunung Sugih), Wawancara 26
Mei 2023.

Agus Salim, (Masyarakat Kecamatan Bumi Ratu Nabung), Wawancara,
27 Mei 2023.

Agustam, (Ketua Adat Kecamatan Gunung Sugih), Wawancara, 26 Mei
2023.

Ahmad Nasir, (Masyarakat Kecamatan Anak Tuha), Wawancara, 10 Juni
2023.

Andri Johan, (Masyarakat Kecamatan Gunung Sugih), Wawancara 26 Mei
2023.

Aris Munandar, (Tokoh Adat Kecamatan Bumi Ratu Nuban), Wawancara,
10 Juni 2023.

Ayub Mumansyah, (Masyarakat Kecamatan Bumi Ratu Nuban),
Wawancara, 29 Mei 2023.

Bahenmasyah, (Masyarakat Kecamatan Anak Tuha), Wawancara 10 Juni
2023.



133

Basuni, (Masyarakat Kecamatan Pubian), Wawancara, 29 Mei 2023.

Bustami Yusuf, (Masyarakat Kecamatan Padang Ratu), Wawancara 26
Mei 2023

Cahya, (Masyarakat Kecamatan Gunung Sugih), Wawancara 12 Juni
2023.

Daryo, (Masyarakat Kecamatan Gunung Sugih), Wawancara, 30 Mei
2023.

Effendi, (Masyarakat Kecamatan Bumi Ratu Nuban), Wawancara, 29 Mei
2023.

Fahmi, (Gelar Penyimbang Stand Panji Tokoh Adat Kecamatan Padang
Ratu), Wawancara, 26 Mei 2023.

Fatan Husni, (Tokoh Masyarakat Kecamatan Gunung Sugih), Wawancara,
20 Mei 2023.

Hairullah Yasir, (Masyarakat Kecamatan Padang Ratu), Wawancara 26
Mei 2023.

Hengky Mashuri, (Masyarakat Kecamatan Anak Tuha), Wawancara 10
Juni 2023.

Hizkon, (Tokoh Adat Kecamatan Bumi Nabung), Wawancara, 26 Mei
2023.

Ihsan Jaya, (Gelar Stan Pemimpin Pemuka Adat Kecamatan Anak Tuha),
Wawancara, 27 Mei 2023.

Jeje, (Masyarakat Kecamatan Anak Tuha), Wawancara, 26 Mei 2023.
Ismail, (Masyarakat Kecamatan Pubian), Wawancara, 29 Mei 2023.
Karnain, (Masyarakat Kecamatan Anak Tuha), Wawancara 10 Juni 2023.

Megi Sanjaya, (Pemuka Adat di Kecamatan Anak Tuha), Wawancara, 26
Mei 2023.

Miskan, (Tokoh Adat Kecamatan Pubian), Wawancara, 20 Mei 2023.
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Miwas Iskandar, (Masyarakat Kecamatan Padang Ratu), Wawancara 26
Mei 2023.

Mustafa, (Masyarakat Kecamatan Gunung Sugih), Wawancara 26 Mei
2023.

Toni Bangsawan, (Tokoh Adat Kecamatan Bumi Ratu Nuban),
Wawancara, 26 Mei 2023.

Tuti Ariyani, (Masyarakat Kecamatan Bumi Ratu Nuban), Wawancara, 29
Mei 2023.

Yulia Septiani, (Masyarakat Kecamatan Bumi Ratu Nabung), Wawancara,
27 Mei 2023.



